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MOTTO
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(A.®. Gouthey)

! Ibn Muskawaih. Menuju Kesempurnaan Akhlak. Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika, Mizan
Bandung.

? Kemas J. Habibie. (Rangkaian Seribu Kata Mutiara - 35).
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RINGKASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduknya dan hingga kini
populasi penduduknya semakin bertambah, sedangkan jumlah area tanah yang ada adalah
tetap, sehingga menimbulkan akibat tidak seimbangnya tanah yang ada dengan jumlah
penduduk. Padahal semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula tanah yang
dibutuhkan, baik untuk perumahan, tempat umum, tambak dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pengusahaan tambak secara bagi hasil Mmemegang peranan penting dalam
meningkatkan taraf hidup masyarakat petani tambak. Begitu pula yang terjadi di Desa
Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dimana banyak penduduknya yang bermata
pencaharian sebagai petani tambak. Dalam realitanya jumlah lahan yang tersedia dengan
banyaknya petani yang ingin menjadi penggarap tambak tidak seimbang, artinya lebih banyak
petani tambaknya dibandingkan dengan jumlah lahan yang tersedia. Satu sisi sebagian besar
dari mereka tidak memiliki lahan untuk pertambakan, sedangkan disisi lain banyak orang
yang mempunyai tambak yang cukup luas tetapi tidak mempunyai cukup waktu untuk
mengerjakan tambaknya sehingga cenderung memerlukan Jasa orang lain untuk mengerjakan
tambaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, pasal 53 ayat | dinyatakan bahwa perjanjian bagi hasil diberj sifat sementara
dalam arti dikemudian hari hak usaha bagi hasil tersebut akan ditiadakan karena bertentangan
dengan pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap orang dan badan hukum yang
mempunyai hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan sendiri secara
aktif untuk mencegah cara-cara pemerasan”. Namun hingga saat ini belum ada peraturan
vang melarang atay menghapus adanya hak usaha bagi hasil tersebut, bahkan peraturan
perjanjian bagi hasil untuk pertambakan telah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Dimana dengan berlakunya undang-undang
tersebut maka ketentuan hukum adat mengenai hal-hal yang bersifat pemerasan dinyatakan
tidak berlaku lagi, sedangkan untuk hal-hal tertentu asas dalam hukum adat itu masih dapat

dipakai jika belum ada keseragaman,

Xiil
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perikanan,
Dengan dilakukannya studi lapangan ini, maka akan dapat diketahui dengan jelas

gambaran atau informasi secara faktual tentang bentuk perjanjian bagi hasil tambak yang
terjadi di desa Ngampel khususnya, dan bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi

bagi hasil dan Upaya penyelesaian sengketa antara pemilik tambak dengan pendego di desa
Ngampel, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis
sosiologis, yang diperoleh dengan menggunakan sumber data sekunder dan sumber data
primer.

Dari dua sumber data tersebut kemudian dilakyukan analisis data dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga dari analisa tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil tambak yang terjadi di desa Ngampel dalam

pembuatan perjanjian tidak dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa.

Guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban masing-
masing pihak, baik pemilik tambak maupun pendego tambak, maka disarankan untuk
membuat perjanjian bagi hasil tersebut secara tertulis dihadapan kepala desa, disamping itu
perlunya sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yang mengatur tentang bagi
hasil perikanan kepada masyarakat secara terpadu.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tambak merupakan tempat komunitas ikan yang dipelihara bagi
masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat petani tambak di desa. Tambak
merupakan salah satu sumber kehidupan, disamping mempunyai nilai komoditi
yang sangat potensial, tambak merupakan sumber bahan makanan dari hewani
ikan yang mengandung protein tinggi. Kiranya tidak salah bila seseorang
membudidayakan ikan secara intensif dengan harapan memperoleh hasil yang
diinginkan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk padat dan
hingga kini populasi penduduknya semakin bertambah. Dengan meningkatnya
Jumlah penduduk, maka tanah termasuk tambak yang tersedia semakin sempit,
sebab jumlah area yang ada adalah tetap. Dengan kata lain, makin besar jumlah
penduduk maka semakin besar pula tanah yang di butuhkan, baik untuk
perumahan, tempat umum, tambak, dan lain-lain. Keadaan seperti inilah yang
antara lain menimbulkan akibat tidak imbangnya tanah yang mereka miliki
dengan kemampuan atau kondisi sosial ekonomi mereka. Artinya, bahwa banyak
orang yang mempunyai tambak yang cukup luas tetapi tidak punya waktu untuk
mengerjakan tambaknya, sehingga ada kecenderungan pengelolahan tambaknya
memerlukan jasa orang lain, lalu disisi lain tidak sedikit orang yang hanya
memiliki tanah untuk rumah saja, dan bahkan ada yang tidak memiliki tanah
untuk tempat tinggal, namun mereka mempunyai waktu untuk mengerjakan
tambak orang lain sebagai sumber penghasilannya.

Pengusahaan tambak secara bagi hasil memegang peranan penting di
dalam meningkatkan taraf hidup penggarap tambak atau pendego (istilah di
daerah penelitian) maupun pemilik tambak khususnya. Oleh karena itu, adanya
peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil dirasakan perlu sekali karena
perjanjian bagi hasil tersebut sebenarnya bermula dari hukum adat yang tidak

dapat dilepaskan dari sifatnya yang terkadang mengandung unsur-unsur
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pemerasan. Diantara salah satu sifat dari unsur pemerasan yang terjadi adalah
disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah lahan yang tersedia dengan
banyaknya penggarap yang ingin mengerjakan lahan tersebut. Disamping itu juga
karena kebiasaan yang terjadi diantara pemilik dengan pendego tambak tersebut
sering melakukan perjanjian hanya secara lisan, sehingga bila terjadi sengketa
dalam pelaksanaan perjanjian tersebut maka pihak pendego terkadang selalu
dirugikan, karena pada kenyataanya pihak pendego merupakan pihak yang
mempunyai ekonomi sosial lemah.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria pasal 53 ayat 1 dinyatakan bahwa perjanjian bagi hasil
diberi sifat sementara dalam arti dikemudian hari hak usaha bagi hasil tersebut
akan ditiadakan karena bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut : “ Setiap orang dan badan
hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan
mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan .

Tetapi ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tersebut masih dapat disimpangi bila dikaitkan kembali dengan ketentuan pasal 53
ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, dimana isi dan pasal tersebut masih memungkinkan adanya
penyerahan pengelolaan tanah pertanian kepada orang lain selama belum ada
peraturan yang melarang dan menghapus adanya hak-hak atas tanah yang bersifat
sementara sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 53 ayat 1.

Ketentuan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
mengenal hal-hal yang bersifat sementara kiranya hanya berlaku untuk semua hak
yang tergolong hak atas tanah saja, ini dapat dilihat dalam pasal 16 sub h Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa yang termasuk dalam hak-hak yang bersifat
sementara adalah hak atas tanah, sedangkan bagi hasil tambak termasuk dalam
hak atas air seperti yang tercantum dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dengan adanya ketentuan tersebut dapat di tafsirkan bahwa hak usaha bagi

hasil tambak termasuk dalam hak sementara seperti yang dimaksud dalam pasal
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53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dikatakan demikian, karena
tidak menutup kemungkinan bahwa dalam usaha bagi hasil tambak akan dijumpai
adanya unsur pemerasan seperti dalam usaha bagi hasil tanah pertanian.

Bila pemilik tambak mengadakan perjanjian bagi hasil dengan orang lain
yang disebut penggarap atau pendego, maka sejak saat itu pemilik tambak tidak
lagi campur tangan dengan penggarapan tambaknya oleh pihak penggarap tambak
yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil terlaksana dengan jalan mengizinkan
orang lain masuk dalam pemilikannya dimana pemilik tambak memberikan
haknya dengan permufakatan bahwa pendego tadi akan memelihara dan
mengusahakan tambak tersebut dengan baik serta akan menyerahkan sebagian
hasil panennya kepada pemilik tambak.

Mengenai pembagian hasil usaha pertambakan ini dalam hukum adat ada
asas umum yang berlaku untuk pembagian hasil tanah pertanian, tetapi asas
tersebut berlaku juga pada bagi hasil penangkapan ikan dan dapat diterapkan
untuk bagi hasil tambak. Di dalam asas tersebut dinyatakan bahwa siapa yang
mengerjakan tanah orang lain harus menyerahkan sebagian atau setengah dari
hasil panennya kepada pemilik tanah (Bzn, 1983:127).

Dengan adanya pengaturan bagi hasil panen secara khusus dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yaitu
terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka ketentuan hukum adat itu tidak berlaku
lagi untuk hal-hal yang bersifat pemerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka
untuk hal-hal tertentu asas dalam hukum adat itu masih dapat dipakai jika belum
ada keseragaman didalam masalah pembagian hasil panen tersebut, dengan
ketentuan tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964
tentang Bagi Hasil Perikanan.

Namun dalam realitanya dimasyarakat pedesaan yang sebagian besar
permata pencaharian sebagai petani tambak nampaknya masih berlaku ketentuan
hukum adat setempat yang didasarkan pada rasa tolong menolong dan saling
mempercayai satu sama lain. Sehingga adanya peraturan perundang-undangan
tentang bagi hasil perikanan nampaknya perlu untuk dikaji lebih dalam lagi

keberadaannya di masyarakat. Apakah masyarakat sudah banyak yang mengetahui
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dan memahami adanya undang-undang tersebut atau belum sama sekali. Hal ini
penting diketahui untuk melihat apakah undang-undang tersebut telah benar-benar
dilaksanakan sepenuhnya mengingat masa berlakunya yang sudah cukup lama.

Berkaitan dengan perjanjian bagi hasil perikanan yang secara jelas sudah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan tersebut, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian
lapangan tentang pelaksanaan dari ketentuan undang-undang tersebut di
masyarakat, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani tambak. Untuk
itu penulis mengambil lokasi penelitian di suatu wilayah desa yang sebagian besar
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tambak. Oleh karena itu dalam
penelitian kali ini, penulis ingin mengangkat tema ini kedalam skripsi yang
berjudul : * Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Antara Pemilik Tambak Udang Windu dengan Pendego di Desa Ngampel
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ”.

1.2 Ruang Lingkup

Dari latar belakang tentang perjanjian bagi hasil tambak secara umum
tersebut diatas, maka kiranya penyusun menganggap perlu untuk memberikan
batasan-batasan yang berguna untuk menentukan ruang lingkup dalam
pembahasan masalah. Pembatasan ruang lingkup permasalahan ini mempunyai
maksud dan tujuan agar penyusun dapat mengkhususkan diri dalam membahas
pokok permasalahan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan
yang prinsip yang dapat mengurangi materi pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas didalam
penulisan skripsi ini adalah hanya membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi
hasil antara pemilik tambak udang windu dengan pendego tambak yang ada di
Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang terkait dengan
bagaimana sebenarnya praktik dilapangan, apakah masyarakat masih
menggunakan hukum adat setempat atau sudah menggunakan aturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang

Bagi Hasil Perikanan.
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1.3 Rumusan Masalah
Dengan mendasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan karena perumusan masalah adalah salah satu

bagian yang penting dalam penelitian hukum (Seokanto, 1984:110).

Permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai
berikut :

1. bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak udang
windu dengan pendego di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten
Gresik ?

2. bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antara pemilik tambak
udang windu dengan pendego dalam perjanjian bagi hasil di Desa Ngampel

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dibagi dalam dua bagian, yaitu tujuan yang bersifat

umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana
Hukum (S1) diantara berbagai syarat yang lain di Fakultas Hukum Universitas

Jember;

S

untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yang diperlukan bagi
masyarakat secara umum di pedesaan yang sebagian besar dari mereka

bermata pencaharian sebagai petani tambak;

.L,J

untuk dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap

permasalahan yang berkembang di masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :
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1. untuk memperoleh gambaran atau informasi secara faktual tentang bentuk
perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak udang windu dengan penggarap
tambak (pendego) di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

2. untuk dapat mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi
sengketa antara pemilik tambak dengan pendego tambak dalam pelaksanaan
perjanjian bagi hasil di desa Ngampel. Disamping itu juga agar dapat
diketahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban antara pemilik tambak dengan
penggarap tambak (pendego), sehingga dapat menjamin kedudukan hukum
yang layak bagi kedua belah pihak.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu usaha untuk menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah.
Kebenaran ilmiah tersebut dapat dicari dengan menggunakan metode ilmiah yaitu
dengan mengenali, mengolah dan merumuskan suatu data sehingga
menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ilmiah dapat dikatakan suatu
pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang
logis (Nazir, 1988:42). '

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah sebagai berikut :
a. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang
berisi konsep-konsep yang tersusun secara teoritis, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
( Soemitro, 1990:19).

b. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis

Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dcngan. mengkaji pelaksanaan
hukum dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
perjanjian bagi hasil antara pemilik dengan penggarap tambak (pendego).
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1.5.2 Sumber Data

Merupakan uraian berkaitan dengan asal diperolehnya suatu data
penelitian, sehingga dari sumber data tersebut dapat diperoleh data dengan jenis
dan bentuk yang dapat berbeda, yang biasanya adalah kumpulan fakta atau
informasi. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
a. Sumber Data Skunder

Yaitu sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari
studi kepustakaan, baik itu berupa dokumen maupun informasi lain yang dapat
dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan penulisan skripsi ini dan sekaligus

untuk melengkapi sumber data primer.

b. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung
dari keterangan dan penjelasan dari orang-orang yang berwenang (Soemitro,
1998).

Penulis memperoleh keterangan langsung dari hasil wawancara dengan
para pihak yang berkompeten tentang masalah-masalah tambak di lokasi
penelitian, yaitu dengan Bapak Kepala Desa, para pemilik tambak, dan para
penggarap tambak (pandego) yang berada di Desa Ngampel Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara untuk memperoleh data dalam penelitian ini, yang penulis
lakukan dengan cara :
a. Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan studi literatur atau
penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca karya-karya para
sarjana atau ahli yang tersebar dalam literatur, peraturan perundang-undangan dan

dokumen-dokumen lainnya.
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b. Studi Lapangan

Pengumpulan data ini penulis lakukan melalui wawancara dengan Kepala
Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan kepada lima orang
pemilik tambak, serta lima orang penggarap tambak atau pandego yang penulis
anggap hal ini sudah mewakili objek penelitian dari masyarakat yang homogen di

Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

1.5.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,
yaitu suatu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak
didasarkan pada angka-angka statistik melainkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Data yang terkumpul kemudian dianalisa
dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari
pengetahuan umum kemudian menilai suatu kejadian khusus atau suatu metode
pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke
permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1998).

Metode deskriptif kualitatif diperoleh dari narasumber baik secara lisan
maupun tertulis, ditehiti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh kemudian
dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter obyek, selanjutnya
dari permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan,

akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan.

1.5.5 Metode Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan ini dengan menggunakan metode deduktif
yang berpijak pada fakta umum, kemudian diteliti dan akhirmya ditemukan

pemecahan persoalan yang bersifat khusus.
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II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Desa Ngampel adalah merupakan sebuah desa yang letaknya berjarak
kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer sebelah barat dari wilayah pusat
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Desa Ngampel masuk dalam bagian dari
wilayah Kecamatan Manyar, yakni salah satu dari beberapa kecamatan yang
berada di wilayah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur.

Letak Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini berada di
sebelah utara sungai Solo atau yang lebih dikenal dengan Bengawan Solo, sebelah
selatan berbatasan dengan Desa Gumeno, sebelah timur berbatasan dengan Desa
Sembayat, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pejangganan. (Berdasarkan
Peta Desa Ngampel tahun 1990).

Desa Ngampel memiliki luas wilayah kurang lebih 3.526 (tiga ribu lima
ratus dua puluh enam) hektar, yang terbagi atas tanah pertambakan seluas 1.235
hektar, tanah persawahan seluas 535 hektar, tanah tegalan luasnya 350 hektar,
tanah pekarangan seluas 690 hektar, tanah negara luasnya 215 hektar, tanah
pengairan luasnya 500 hektar, dan tanah pekuburan luasnya 1 hektar.
(Berdasarkan Data Desa Ngampel tanggal 1 Januari 2000).

Jadi dari luas wilayah desa Ngampel tersebut diatas, maka sebagaian besar
wilayah yang ada disana adalah untuk sektor pertambakan, yakni seluas 1.235
(seribu dua ratus tiga puluh lima) hektar tanah. Akan tetapi tidak semua lahan
tambak tersebut dimiliki oleh penduduk asli desa Ngampel, karena ada juga
sebagian tanah pertambakan yang dimiliki oleh penduduk dari desa lain, yaitu
penduduk dari Desa Pejangganan dan Desa Gumeno kurang lebih ada 2,5 % atau
sekitar 130 hektar dari luas wilayah yang ada. (Wawancara dengan Kepala Desa
Ngampel, Bapak Ali Mansyur, DM. Tanggal 29 Oktober 2001).

Desa Ngampel memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.853 (seribu
delapan ratus lima puluh tiga) jiwa. Dengan perincian, berdasarkan jenis kelamin
laki-laki berjumlah 680 jiwa, jenis kelamin perempuan berjumlah 727 jiwa,

berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), jenis kelamin laki-laki berjumlah 438

9
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Jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 8 jiwa. Dari total jumlah 446 Kepala
Keluarga tersebut, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tambak,
dengan perincian kurang lebih 228 orang sebagai pemilik tambak, dan 177 orang
berprofesi sebagai penggarap tambak (pendego), sisahnya yaitu 18 orang sebagai
Pegawai Negeri Sjpi], 15 orang berprofesi sebagai pegawai swasta, 5 orang
sebagal pedagang, dan 3 orang sebagai TNI. (Berdasarkan Data Desa Ngampel
tanggal 1 Januari 2000).

Dari jumlah 278 orang pemilik tambak tersebut, tidak semuanya
mengerjakan tambaknya sendiri, namun ada sebagian dari mereka yang
memerlukan jasa orang lain untuk mengerjakan tambaknya dengan alasan karena
terbatasnya tenaga dan waktu yang mereka miliki untuk mengerjakan semua
tambaknya, oleh karena itu mereka memilih pendego untuk mengerjakan
tambaknya.

Tampaknya sudah menjadi tradisi yang sudah turun temurun dari generasi
ke generasi, masyarakat petani tambak desa Ngampel melakukan praktik
perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya secara lisan, dengan didasarkan atas
dasar rasa saling percaya dan tolong menolong, hal itu merupakan kebiasaan yang
sudah mengakar pada setiap pemilik tambak dan penggarap tambak. Ini terjadi
karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya faktor yang
utama adalah masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga
menyebabkan kurang adanya perhatian terhadap kemungkinan yang terjadi akibat
dari perjanjian bagi hasil tambak yang dibuatnya, sehingga bukti tertulis adanya
perjanjian bagi hasil dianggap hal yang tidak terlalu penting.

Walaupun dalam praktik nampaknya perjanjian bagi hasil tambak di desa
Ngampel dapat dikatakan berjalan dengan baik karena adanya pengaruh adat
kebiasaan setempat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan rasa
kekeluargaan, namun semua itu bila dikaitkan dengan sifat dan kelemahan
manusia yang kadang merasa kurang puas dengan hasil pekerjaan dan
kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya, sehingga dalam
pelaksanaannya juga tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi, dan

kadangkala timbulnya permasalahan tersebut menyebabkan hubungan yang tidak
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harmonis antara kedua belah pihak, yaitu pemilik tambak dan pendego tambak.
Diantara permasalahan yang timbul adalah ketidak jujuran dari pihak pendego
yang seringkali mengambil ikan tanpa sepengetahuan pemilik tambak, sehingga
menyebabkan pembagian hasil yang tidak seimbang pada waktu panen.

Kemudian adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemilik
tambak terhadap pendego sebelum batas waktu perjanjian itu berakhir. Hal ini
disebabkan menurut penilaian pemilik tambak, ternyata si pendego tambak tidak
sungguh-sungguh dalam mengerjakan tambaknya, sehingga tambak menjadi

terbengkalai dan cenderung mempengaruhi hasil panen yang seringkali gagal.

2.2 Dasar Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan berbagai peraturan

perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan :
(Lembaran Negara Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2690 Tahun 1964).

Pasal 1 hurufa:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha
penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan
penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian
mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut

menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya”.

Pasal 2 :

“Usaha perikanan laut maupun darat atas atas dasar perjanjian bagi hasil
harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik
dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang
bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil

usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya”.
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil :
(Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1924
Tahun 1960).

Bab III Tentang Bentuk Perjanjian.

Pasal 3 : '

(1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap
sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari desa atau daerah yang
setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan,
selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa”, dengan
dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan
penggarap.

(2) Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat (1) diatas memerlukan
pengesahan dari Camat / Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau
pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang
ini disebut “Camat”.

(3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian

bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria : (Lembaran Negara Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043 Tahun 1960).

Pasal 1 ayat (2) :

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia

merupakan kekayaan nasional.

Pasal 4 ayat (1) :
Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik
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sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum.

Bagian IX Tentang Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan.
Pasal 47 :
(1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau

mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

Pasal 1 :

(1) Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat
dihadapan Kepala Desa dengan cara mengisi buku daftar yang disediakan
untuk itu oleh Kepala Desa yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh
dua orang saksi, masing-masing dari pemilik dan penggarap.

(2) Perjanjian yang dibukukan dalam buku daftar tersebut pada ayat (1) pasal
ini adalah perjanjian tertulis sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

S. Pendapat Para Sarjana (Doktrin).
1. Ter Haar Bizn (1981:127), dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas dan
Susunan Hukum Adat, menyatakan bahwa

“Tentang buah pikiran, bahwa siapa yang mengerjakan tanahnya
orang lain harus menyerahkan setengah dari hasilnya kepada si pemilik
tanah, maka buah pikiran itu adalah asas umum dalam hukum adat, suatu
asas yang juga berlaku atas perikanan dan atas peternakan”.

2. Hilman Hadikusumo (1982:155), dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perjanjian Adat, mengemukakan bahwa :

“Sebagai asas umum dalam hukum adat apabila seseorang menanami
tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban
menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini
berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau
sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”,
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3. Sudargo Gautama (1973:279), dalam bukunya yang berjudul Tafsiran
Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil
adalah sebagai berikut :

“Dimana seseorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab
tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan
hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha
pertanian diatas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua
menurut imbangan yang telah ditentukan sebelumnya”.

2.3 Kerangka Teoritik
2.3.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil
a. Menurut Hukum Adat.

Sebelum dikemukakan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil menurut
hukum adat, ada baiknya jika penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai
pengertian hukum adat.

Menurut pendapat Soepomo (1981:7), mengenai pengertian hukum adat
adalah sebagai berikut :

“Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmahkan
perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, sesuai dengan fitrahnya sendiri,
hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang”.

Sedangkan hukum adat menurut Soerojo  Wignyodipoero (1984:16),
menyatakan sebagai berikut :

“Hukum adat adalah suatu komplek norma-norma yang bersumber pada
perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-
peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat,
sebagian besar tidak tertulis, senantiasa di taati dan di hormati oleh masyarakat,
karena mempunyai akibat hukum atau sanksi”.

Menurut pendapat Mr. JHP. Bellefroid di dalam bukunya Soerojo
Wignyodipoero, beliau mengatakan bahwa : “Hukum adat sebagai peraturan
hidup yang meskipun tidak di undangkan oleh penguasa toh tetap dihormati oleh

rakyat dengan keyakinan mengenai peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai
hukum”.
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Sedang menurut Roelof van Dijk di dalam bukunya Iman Sudiyat
(1981:17) mengatakan bahwa : “Hukum adat terbentuk dan terbina dalam
keputusan dan tingkah laku dari aparat-aparat masyarakat dan persekutuan dalam
hubungan ikat-mengikat, batas membatasi dan jalin menjalin dalam rangka
kesatuan tata sosial dan tata hukum tempat mereka berfungsi.

Jadi jelaslah dari keempat pendapat para sarjana tersebut diatas dapat
penulis simpulkan, bahwa meskipun hukum adat itu sifatnya sebagian besar tidak
tertulis, tetapi ia mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku dalam masyarakat,
ia di taati dan dihormati.

“Sifat perjanjian dalam hukum adat itu tidak merupakan perhutangan
semata-mata dikarenakan kebendaan tetapi juga termasuk berbagai perbuatan
yang bersifat karya budi, hutang budi, baik budi sebagaimana peribahasa
mengatakan hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawah mati* (Hadikusuma,
1982:14).

Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, memang tidak
dijumpai satu ketentuanpun yang secara jelas menyinggung persoalan hukum
adat, melainkan hanya tercantum sebagai berikut :

“Undang-undang dasar suatu negara hanyalah sebagian dari hukumnya
dasar negara itu. Undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis, sedang
disampngnya undang-undang dasar itu juga berlaku hukum dasar yang tidak
tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis” (Tim Pembinaan dan Bahan-
Bahan Penataran Pegawai RI:10).

Berkaitan dengan penyusunan hukum nasional, kedudukan hukum adat
mempunyai arti yang sangat penting, karena pembinaan hukum nasional itu harus
berlandaskan pada hukum adat. Pada Seminar Hukum Nasional ke III disebutkan
bahwa pembinaan hukum nasional, harus memperhatikan hukum adat yang
merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat atau 7he Living Law. Hukum
adat sebagai “the living law” adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan,
tempat dimana hukum itu mengalami proses dan sekaligus juga adalah merupakan
hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dasar dari pada
hukum tersebut. Timbulnya hukum itu adalah secara langsung dari landasan

pokoknya yaitu kesadaran masyarakat Indonesia (Abdurrahman, 1984:51).
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Selanjutnya jika kita melihat pada hasil Ketetapan MPR-RI Nomor
[II/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan
Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa : “sumber hukum
terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis”. Dari bunyi pasal tersebut,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat yang merupakan hukum yang
sebagian besar tidak tertulis, merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan
dalam rangka penyusunan hukum nasional.

Selanjutnya akan penulis uraikan mengenai pengertian dari istilah “bagi
hasil”, berarti membagi hasil, sedangkan “menggarap” berarti mengerjakan,
memproduksi. Asal usul dar bagi hasil atau menggarap jika kita telusuri lebih
jauh dalam sejarah dan kebudayaan Jawa dari nenek moyang sampai dengan
sekarang seperi sudah mengakar dalam peraturan pemilikan tanah yang
feodalisme di kerajaan Jawa Tengah, seperti Surakarta dan Yogyakarta, juga
kerajaan di seluruh Jawa sebelumnya. Disamping itu peraturan yang kuat dan
sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, kekurangan
modal dari masyarakat desa dan teknik produksi relatif sederhana, penyebaran
yang meluas dari perjanjian bagi hasil pertama-tama merupakan cetusan dari
semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah dan kurang
tersedianya lapangan kerja dibidang industri dan lainnya.

Akhirnya tibalah kita pada pengertian perjanjian bagi hasil menurut hukum
adat, dimana dalam kepustakaan hukum adat perjanjian bagi hasil lebih banyak
dikaitkan dengan tanah, padahal objek perjanjian bukannya tanah, tetapi tenaga
pekerjaan dan tanaman.

Menurut Sudargo Gautama (1973:279), menyatakan bahwa perjanjian bagi
hasil adalah sebagai berikut :

“Dimana seseorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak
dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya,
memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas
tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan
yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusumo (1982:153), menyatakan tentang

pengertian perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut :
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“Perjanjian bagi hasil dalam hukum adat, tanah bukan menjadi objek
perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh
perjanjian itu. Jadi bukan hak tanah yang beralih kepada pembeli, melainkan
pemilik tanah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menanami,
memungut hasil, menikmati tanah”.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan
bahwa perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian dimana si pemilik tanah
mengijinkan orang lain masuk ketanah pertanian dimana ia melakukan haknya
dengan permufakatan bahwa orang yang diijinkan masuk tadi (si pemaruh) akan
menanam tumbuh-tumbuhan dan akan menyerahkan sebagian dari hasil panennya
kepada si empunya hak atas tanah itu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar (1981:125), bahwa :
“Dasar perjanjian paruh hasil tanam ialah : saya ada sebidang tanah tapi tak ada
kesempatan atau kemauan mengusahakan sendiri sampai berhasilnya, tapi
walaupun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu mengerjakannya,
menanaminya dan memberikan kepada saya sebagian dari hasil panennya”.

Perjanjian bagi hasil ini banyak kita jumpai di beberapa daerah dengan
berbagai istilah seperti “memperduai” di Minangkabau, “toyo” di Minahasa,
“tesang” di Sulawesi Selatan, “maro”, “mertelu” di Jawa Tengah, “nengah™,
“jejuron” di Priangan, serta “nandu” atau “nyekap” di Bali (Wignyodipoero,
1984:211).

Disamping itu, pengertian perjanjian bagi hasil banyak dikaitkan dengan
bagi hasil pertanian, hal ini dapat dimengerti mengingat banyaknya lapangan
penghidupan masyarakat pedesaan tergantung dari hasil pertanian. Walaupun
demikian pada asasnya perjanjian ini diberlakukan juga dalam bidang perikanan
dan peternakan, sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar (1981:127), bahwa :

“Tentang buah pikiran, bahwa siapa yang mengerjakan tanahnya orang
lain harus menyerahkan setengah dari hasilnya kepada si pemilik tanah, maka
buah pikiran itu adalah asas umum dalam hukum adat, suatu asas yang juga
berlaku atas perikanan dan atas peternakan”.

Demikian juga Hilman Hadikusumo (1982:155), dalam bukunya yang
berjudul Hukum Perjanjian Adat mengemukakan bahwa :

“Sebagai asas umum dalam hukum adat apabila seseorang menanami
tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban
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menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak
saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah, tetapi juga untuk
tanah perairan, perikanan dan peternakan”.

Hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap berlaku atas dasar
kekeluargaan dan tolong menolong, disamping hubungan hukum lainnya antara
pemilik dan penggarap ialah disebut “plais” di Bali atau “balango™ di Sulawesi
Selatan, yaitu adanya piutang tanpa bunga dari penggarap kepada pemilik tanah
vang berfungsi sebagai tanda penggarap dapat terus mengerjakan tanah selama
hutang belum dilunasi oleh pemilik tanah, atau jika pemilik tanah ingin
memutuskan hubungan perjanjian bagi hasil maka i1a harus melunasi hutangnya
kepada penggarap.

Mengenai terjadinya bagi hasil ini tidak dapat diterangkan dengan pasti.
Kemungkinan terbesar menurut pendapat A M.P.A. Scheltema (1985:273) yang
menyatakan bahwa :

“Bagi hasil selalu terjadi dengan pelbagai cara dan pada pelbagai keadaan
dan lingkungannya, dimana orang berada dan tidaklah mungkin menentukan
jalannya pertumbuhan yang pasti dan berlaku umum di Hindia Belanda™.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma (1982:154) yang menyatakan
sebagai latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain karena :

“Bagi pemilik tanah : 1). mempunyai tanah tidak mampu atau tidak
berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri, 2). keinginan mendapatkan hasil
tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan pada orang lain mengerjakan
tanah miliknya”.

“Bagi penggarap atau pemaro : 1). tidak atau belum mempunyai tanah
garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap, 2). kelebihan waktu bekerja
karena memiliki tanah terbatas luasnya, tanahnya sendiri tidak cukup, 3).
keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan”.

Berdasarkan latar belakang bagi hasil dilapangan pertanian diatas,
berdasarkan analogi menunjukkan adanya persamaan dengan latar belakang
perjanjian bagi hasil perikanan, hanya perbedaannya terletak pada objek yang
diperjanjikan yakni tenaga kerja dan hasil perikanan. Serta dengan melihat latar
belakang tersebut diatas maka masing-masing pihak yaitu pemilik dan penggarap,

terjemahlah suatu hubungan dalam bentuk perjanjian, dimana dalam perjanjian
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tersebut para pihak siap untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-
masing”.

Mengenai angka perbandingan pada perjanjian bagi hasil menurut hukum
adat tidak ada keseragaman pada tiap-tiap daerah, ada kalanya bagi hasil menurut
hukum adat dengan perbandingan 2/5 bagian untuk pemilik dan 3/5 untuk
penggarap atau sebaliknya, ada pula 1/4 bagian untuk penggarap dan 3/4 bagian
untuk pemilik atau sebaliknya, serta ada pula yang pembagiannya 1 : 1 yaitu satu
bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk penggarap tergantung pada syarat dan
kesepakatan para pihak.

Seperti telah dikatakan, jika perjanjian bagi hasil menurut hukum adat
tidak terletak pada besar kecilnya pembagian masing-masing pihak, tetapi terletak
pada rasa kekeluargaan, gotong royong, setia kawan, saling menghormati
kedudukan masing-masing pihak dan saling menghargai kejujuran, hal inilah yang
menjadi landasan utamanya. Sehingga perjanjian bagi hasil jika dilihat dari satu
segi saja, yaitu segi ekonomi semata, maka akan tampak seolah-olah tidak adil,

karena pemilik tambak kadang mendapat bagian dan keuntungan yang lebih besar

atau sebaliknya.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi
Hasil.

Setelah penulis membahas perjanjian bagi hasil menurut hukum adat
seperti yang dikemukakan diatas, kini akan dibahas perjanjian bagi hasil menurut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih
menitik beratkan pada bagi hasil pengusahaan tanah khususnya tanah pertanian,
tetapi setidak-tidaknya undang-undang ini dapat pula dipakai sebagai pedoman
dalam bagi hasil dibidang perikanan khususnya tambak.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi
hasil pertanian dalam pasal 1 sub c ditegaskan sebagai berikut :

“Perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada satu
pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-
undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap
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diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian

diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Dari pengertian perjanjian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

I. perjanjian pengusahaan tanah pertanian dengan bagi hasil untuk masing-
masing daerah di wilayah Indonesia namanya berlainan.

2. perjanjian itu dibuat antara pemilik dan penggarap.

3. penggarap dapat berupa orang perorangan atau badan hukum.

4. penggarap diperkenankan untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas
tanah pemilik.

5. hasil tanah dibagi antara pemilik dan penggarap.

Sekalipun rumusan mengenai bagi hasil telah ditegaskan, tetapi undang-
undang ini tidak secara tegas menyebutkan besarnya bagian yang harus diterima
oleh pemilik dan penggarap. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1960 menyebutkan :

1. besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk
tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II ditetapkan oleh Bupati atau Kepala
Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis
tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum

dibagi dan faktor-faktor ekonomis, serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

S8

Bupati atau Kepala Daerah Swatantra Tingkat II memberitahukan
keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah diambil menurut
ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan
Daerah yang bersangkutan.

Dari isi pasal tersebut diatas jelaslah bahwa undang-undang tidak tegas
mengatur berapa besarnya bagian masing-masing pihak, hal ini disebabkan karena
keadaan (kondisi sosial ekonomi) daerah yang tidak sama, seperti perbedaan
kesuburan tanah yang berbeda tiap-tiap daerah, jumlah tanah yang tersedia,

banyaknya penggarap yang menginginkannya, dan ketentuan-ketentuan adat

setempat.
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Berhubung dengan kenyataan bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak
banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar,
maka seringkali terpaksa penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang
membern hak kepadanya atas bagian-bagian yang sangat tidak sesuai dengan
tenaga dan biaya yang telah dipergunakan untuk mengusahakan tanah yang
bersangkutan.

Perjanjian bagi hasil pertanian ini semula diatur menurut hukum adat
setempat. Menurut hukum adat ini imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas
persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi
penggarap karena tanah yang tersedia untuk dibagi hasilkan tidak seimbang
dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan (Harsono, 1968:88).

Kemudian dalam rangka melindungi kedudukan penggarap yang biasanya
dalam perjanjian bagi hasil berada dalam kedudukan yang sangat lemah, maka
diadakanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dengan maksud :

1. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas
dasar yang adil.
2. dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap agar

terjamin pula kedudukan masing-masing pihak.

('8 ]

dengan adanya perlindungan kepada para petani penggarap bagi hasil maka
dimungkinkan menambah kegairahan bekerja dan hal ini akan berpengaruh
bagi produksi tanah yang bersangkutan.

Sehingga hal ini akan dapat merangsang para petani khususnya para
penggarap untuk lebih memproduksikan lahannya sehingga kesuburan tanahnya
akan tetap terjaga (Direktorat Jenderal Agraria, Dep. Dalam Negeri : 34-35).

Keberadaan undang-undang bagi hasil pertanian ini nampaknya tidak
dengan tegas mengatur tentang pembagian antara pemilik dengan penggarap,
karena proses pembagian dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam
hubungan-hubungan sosial. Maka akan sangat tidak bijaksana untuk membendung
proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku.

Namun demikian, walaupun tidak bersifat mengikat, undang-undang ini

sudah memberikan pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap. Seperti
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terdapat dalam memori penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
yaitu 1 : 1 (satu banding satu), yaitu untuk padi yang di tanam disawah. Sedang
untuk tanaman palawija disawah dan untuk tanaman di tanah kering, bagian
penggarap adalah 2/3 dan pemilik 1/3. Pembagian tersebut dilaksanakan setelah
dibersihkan dahulu atas biaya-biaya yang timbul, seperti benih, pupuk, tenaga,
biaya menanam, biaya panen dan zakat (A.P. Parlindungan, 1984:46).

Karena imbangan tersebut diatas sifatnya sebagai pedoman atau ancer-
ancer, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini menyarankan agar angka
pembagian 1 : 1 atau 50 % : 50 % dan 2/3 : 1/3 bisa digunakan oleh pemilik dan
penggarap, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat lebih suka
pada pembagian menurut hukum adatnya masing-masing. Untuk itu peranan atau
campur tangan Bupati Kepala Daerah sangat diharapkan dalam mengeluarkan
keputusan tentang imbangan bagi hasil di wilayahnya masing-masing sesuai
dengan ketentuan hukum adat setempat, sehingga faktor yang harus diperhatikan
oleh Kepala Daerah di dalam menetapkan imbangan pembagian hasil tanah itu.
Yang dimaksudkan adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang
mengenai hak dan kewajiban pemilik dan penggarap yang dalam kongkreto
merupakan faktor yang turut menentukan besarnya imbangan tersebut.

Tentang jangka waktu perjanjian diatur dalam pasal 4 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1960 yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

“Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam

surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi hasil sewa
waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”.

Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, maka
terjaminlah bagi penggarap untuk memperoleh tanah garapan selama jangka
waktu yang layak. Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut
maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk mengeluarkan daya upayanya

guna mendapatkan hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa
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keuntungan pula pada pemilik karena bagian yang diterimanya juga akan
bertambah.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa maksud dari Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1960 bukan mendahulukan kepentingan golongan ekonomi lemah semata,
akan tetapi memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil
dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap agar dapat
tercipta rasa keadilan yang nyata dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil

pertanian antara penggarap dan pemilik tanah.

¢. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil
Perikanan.

Pada tahap pembangunan negara kita dewasa ini, masalah perikanan
(termasuk gejala bagi hasil) merupakan salah satu masalah yang semestinya diberi
pemecahan yang lebih mendasar dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Satu aspek penting dalam bagi hasil dibidang perikanan yang menarik untuk
dikaji adalah masalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964
tentang Bagi Hasil Perikanan, khususnya masalah yang berkaitan dengan
pembagian hasil usaha perikanan antara penggarap dan pemilik tambak.

Sebelum di keluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang
Bagi Hasil Perikanan ini, semua perjanjian bagi hasil perikanan dibuat secara lisan
dan hanya berdasarkan pada hukum adat setempat. Pembagian yang adil antara
penggarap dan pemilik tambak untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia di
undangkan. Sebelumnya perjanjian bagi hasil jarang dilakukan secara tertulis dan
memang tidak ada keharusan hukum untuk membuat perjanjian di hadapan kepala
desa. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang
Bagi Hasil Perikanan ini diharapkan setiap perjanjian bagi hasil perikanan dalam
masyarakat dapat memberikan pembagian yang adil, baik bagi penggarap maupun
bagi pemilik tambak, serta menjamin kedudukan hukum yang layak bagi mereka.

Adapun pengertian perjanjian bagi hasil perikanan menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1964 seperti yang tercantum dalam pasal 1 sub a yaitu :
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“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha
penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan
penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana
mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut
imbangan yang telah disetujui sebelumnya”.

Dilihat dari konstruksi kalimatnya memang undang-undang bagi hasil
perikanan ini dikeluarkan untuk dua golongan perjanjian, yaitu : perjanjian bagi
hasil ikan laut dan perjanjian bagi hasil ikan tambak. Untuk itu penulis dalam hal
ini akan membatasi pada ketentuan bagi hasil perikanan tambak yang mempunyai
hubungan langsung dengan penulisan.

Di dalam undang-undang bagi hasil perikanan ini ada beberapa istilah di
bidang pertambakan yang perlu kita ketahui, yaitu :

1. Pemilik Tambak
Yang dimaksud dengan pemilik tambak adalah orang atau badan hukum yang
dengan hak apapun yang berkuasa atas suatu tambak (pasal 1 d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1964).

2. Penggarap Tambak
Yang dimaksud dengan penggarap tambak adalah orang secara nyata aktif
menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atau atas dasar
perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak (pasal 1 e
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964).

[9'%]

Tambak adalah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk
pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang teratur (pasal 1 f
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964).
4. lkan Pemeliharaan adalah ikan yang sengaja dipelihara dan benih yang pada
umumnya diperoleh dengan jalan membeli (pasal 1 h Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1964).
5. Ikan Liar adalah ikan yang terdapat didalam tambak dan tidak tergolong ikan
pemeliharaan (pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964).
Tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan ini adalah dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup para

penggarap tambak serta untuk memperbesar produksi ikan, untuk itu diharapkan
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adanya kerjasama atas dasar kepentingan bersama dari semua pihak yaitu pihak
pemilik tambak atau juragan dan penggarap tambak atau pendego schingga
mereka masing-masing menerima bagian yang adil dari usaha tersebut.

Pengusahaan perikanan atas dasar bagi hasil dewasa ini adalah di
selenggarakan menurut ketentuan hukum adat setempat yang pada dasarnya belum
memberikan dan menjadi bagian yang layak bagi penggarap tambak maka
pertama-tama yang perlu dilakukan adalah menghilangkan unsur-unsur perjanjian
bagi hasil yang bersifat pemerasan, sehingga dengan demikian semua pihak yang
turut serta dalam usaha ini mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang
disumbangkannya.

Pengaturan daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan ini adalah bahwa hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak
terdapat keseragaman mengenai imbangan besarnya bagian pemilik tambak disatu
pihak dengan penggarap tambak di lain pihak. Dalam memori penjelasannya
disebutkan bahwa perbedaan ini disebabkan selain oleh imbangan antara
banyaknya penggarap tambak di satu pihak dan areal tambak yang akan dibagi
hasilkan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 disebutkan tentang
besarnya imbangan yaitu :

“(1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi
hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap
tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

1. Perikanan Laut
a. Jika dipergunakan perahu layar, minimum 75 % (tujuh puluh lima
perseratus).
b. Jika dipergunakan kapal motor, minimum 40 % (empat puluh perseratus)
dari hasil bersih.

2. Perikanan Darat

a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan, minimum 40 % (empat puluh

perseratus) dan hasil bersih.
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b. Mengenai hasil ikan liar, minimum 60 % (enam puluh perseratus) dari
hasil kotor.

“(2) Pembagian hasil diantara nelayan penggarap dari bagian yang mereka
terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri
dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk
menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan
antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3
(tiga) lawan 1 (satu)”.

Yang dimaksud dengan hasil bersih adalah sepanjang mengenai ikan
pemeliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi
dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan

penggarap tambak. Beban-beban tersebut dalam pasal 4 ayat 2 terperinci sebagai
berikut :

Perikanan Darat.

a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan
penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk
mengeduk saluran (caren), biaya untuk pemupukan dan perawatan pada pintu
air serta saluran yang mengairi tambak yang diusahakan itu.

b. beban-beban yang menjadi tanggungan pemilik tambak, disediakannya tambak
dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk
memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta
pembayaran pajak tanah yang bersangkutan.

c. beban-beban yang menjadi tanggungan penggarap tambak, biaya untuk
menyelenggarakan  pekerjaan  sehari-hari  yang berhubungan dengan
pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen”.

Di daerah-daerah dimana beban-beban dan biaya-biaya itu sudah sesuai
dengan apa yang ditentukan di dalam pasal 4 ayat (2) tersebut, maka tinggal
peraturan tentang pembagian hasil yang harus disesuaikan yaitu jika menurut
hukum adat setempat bagian para penggarap tambak masih kurang dari apa yang
ditetapkan dalam pasal 3. Jika bagian mereka (para penggarap) sudah lebih besar
dari apa yang lebih menguntungkan pihak penggarap diterapkan atau dipakai.
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Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 mestinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas dalam pelaksanaannya kemungkinan akan
banyak menemui berbagai hambatan. Hal ini disebabkan kondisi sosial ekonomi
masyarakat di berbagai daerah tidak sama yang akan menimbulkan perbedaan
hubungan bagi hasil setiap daerah. Disamping ituimbangan pembagiannya juga
diperhitungkan dengan mutu tambak, letak tambak, cara penggunaannya, jenis
lebonnya atau bibit dan sebagainya.

Dengan adanya perbedaan daerah ini maka undang-undang ini khususnya
pasal 3 dan pasal 4 secara yuridis sulit untuk diterapkan, karena hal ini akan
menimbulkan gejolak terutama pada masyarakat yang masih menggunakan sistem
tradisional. Untuk itu undang-undang ini berusaha menyesuaikan dengan keadaan
daerah jika memang hal itu sungguh-sungguh diperlukan.

Penyesuaian keadaan daerah tersebut dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 2
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yaitu :

“Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini,
maka jika disuatu daerah didalam membagi beban itu berlaku kebiasaan yang lain
daripada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah
Tingkat II itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk pihak nelayan penggarap
atau penggarap tambak daripada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan
demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap
tambak itu tidak kurang daripada jika pembagian hasil usaha perikanan yang
bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan pasal 4 diatas. Penetapan
Pemerintah Daerah Tingkat II itu memerlukan persetujuan dari Menteri
Perikanan”.

Dari konstruksi kalimat diatas bisa dilihat bahwa penerapan dari pasal 3
dan pasal 4 tidak mutlak harus dipatuhi. Pasal 3 dan pasal 4 hanyalah bersifat
sebagai pedoman atau ancer-ancer yang sebaiknya dilaksanakan. Jadi berarti
dengan adanya pasal 5 ayat 2 maka bila terjadi penyimpangan dari ketentuan pasal
3 dan pasal 4 tidak mempunyai sanksi hukum apapun. Perumusan dari pasal 5
ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 cukup penting karena memberikan
flcksibilitas yang cukup luas untuk menyesuaikan pelaksanaannnya dengan
keadaan yang khusus di daerah yang bersangkutan, sehingga pengaturan dari

undang-undang ini tidak mempunyai kesan kaku.
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Akhirmya perlu ditegaskan bahwa dalam menyusun peraturan mangenai
bagi hasil perikanan ini diusahakan memperoleh pembagian yang sebaik-baiknya
antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah
mendahulukan kepentingan golongan yang satu dengan yang lain, tetapi akan
memberi dasar untuk mengadakan pemberian hasil tambak yang adil dan
menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarapnya.

Tentang jangka waktu perjanjian, diatur dalam pasal 7 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1964 dimana ditentukan bahwa perjanjian bagi hasil untuk
perikanan darat paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut,
dengan ketentuan jika setelah jangka waktunya berakhir diadakan pembaharuan
perjanjian dan penggarap yang lama lebih diutamakan. Tanah yang menjadi objek
perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas tanah atau tambak
yang bersangkutan kepada orang lain, artinya bahwa perjanjian bagi hasil itu akan
tetap berlangsung selama waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, walaupun
tambak yang oleh pemiliknya telah dipindah tangankan kepada orang lain. Dalam
pada itu bagi pemilik baru dimungkinkan untuk memutuskan perjanjian tersebut
asal ada kesepakatan kedua belah pihak atau atas dasar tuntutan pemilik sendiri,
dalam hal penggarap melalaikan kewajibannya.

Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian diatur dalam pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964,
yaitu :

“Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian hanya mungkin didalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini :

a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

b. dengan ijin Penitia Ladrefrom Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu
panitia desa yang akan dibentuk juka mengenai perikanan laut, atas tuntutan
pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan
tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan

pengusahaan tambaknya kepada orang lain™.
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Disamping ketentuan-ketentuan tentang penghentian perjanjian ada
ketentuan-ketentuan lain yang tidak boleh dilanggar oleh pihak yang
melaksanakan perjanjian bagi hasil tambak. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat
dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yang menyatakan sebagai
berikut :

I. pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada nelayan pemilik atau
pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap
atau penggarap tambak, dilarang.

2. pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini
mengakibatkan, bahwa uang atau harta benda yang diberikan itu dikurangkan
pada bagian nelayan pemilik atau pemilik tambak dari hasil usaha perikanan
yang bersangkutan dan di kembalikan kepada nelayan penggarap atau

penggarap tambak yang memberikannya.

2

pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik atau pemilik tambak

ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun

juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.

4. dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka yang
dibayarkan tersebut pada ayat 3 pasal ini tidak dapat dituntut kembali dalam
bentuk apapun”.

Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ijon dalam ayat 3 pasal 8 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1964, dimana dijelaskan didalam memori penjelasan
pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

“ljon adalah pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan lautnya
selesal atau sebelum tambaknya dapat di panen dengan bunganya sangat tinggi”.

Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang
Bagi Hasil Perikanan yang diundangkan pada tanggal 23 September 1964
(Lembaran Negara Nomor 97 Tahun 1964 ), diharapkan dapat memecahkan
masalah-masalah yang berkaitan erat dengan pembagian hasil perikanan antara
pemilik tambak disatu pihak dan penggarap tambak (pendego) dilain pihak.
Terbentuknya undang-undang ini memang tidak bisa dilepaskan dari Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), karena Undang-Undang Pokok Agraria hanya
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mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan undang-undang bagi hasil perikanan
ini bermaksud menjabarkan sebagian ketentuan dalam UUPA yang menyangkut
tentang perjanjian bagi hasil.

Sebagaimana dijelaskan di dalam memori penjelasan undang-undang bagi
hasil perikanan bahwa terbentuknya undang-undang ini tidak bisa terlepas dari
UUPA, khususnya pasal 12 ayat 1 yang menerangkan tentang terbentuknya
undang-undang bagi hasil perikanan, yang pada garis besarnya dalam lapangan
agraria termasuk juga usaha perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan
laut, haruslah diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari semua pihak
yang turut serta, yaitu baik pemilik tambak yang menyediakan tambaknya maupun
penggarap tambak (pendego) yang menyumbangkan tenaganya secara aktif,

sehingga mereka menerima bagian yang adil dari usahanya tersebut.

2.3.2 Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil
Latar belakang yang dapat menimbulkan perjanjian bagi hasil itu dapat
dilihat dari kepentingan para pihak, yaitu :
Bagi Pemilik Tambak :
l. mempunyai tambak tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk
mengerjakan tanah sendiri;
2. keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan

pada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.

Bagi Penggarap Tambak atau Pendego

1. tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai
pekerjaan tetap;

2. kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya, atau tanah

sendiri tidak cukup;

(9% ]

keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.
Kecuali hal tersebut diatas, masih ada alasan lain yang menjadi

pertimbangan sampai diserahkannya pengolahan tambak kepada orang lain.

Antara lain dikatakan bahwa pemilik tambak merasa beruntung dengan adanya
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orang lain yang bersedia mengolah tambaknya dalam hal perjanjian kerja sama
karena pemilik tambak tidak mempunyai biaya usaha, sedang dalam perjanjian
bagi hasil ini semua biaya usaha ditanggung oleh penggarap.

Latar belakang itulah yang melahirkan perjanjian bagi hasil perikanan,
yaitu masing-masing pihak saling membutuhkan agar dalam pengusahaan atau
pemeliharaan ikan dapat memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya. Hasil yang
diperoleh tersebut menimbulkan pola bagi hasil perikanan. Semuanya itu

didasarkan pada adat kebiasaan yang sudah ada sejak dulu.

2.3.3 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian yang dibuat pemilik dan penggarap merupakan perbuatan yang
dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya bukti, agar bukti
itu mudah terlihat maka harus dibuat secara tertulis.

Bentuk tertulis ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi
masing-masing pihak. Tetapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tidak
mengatur mengenai bentuk perjanjian bagi hasil khusus untuk tambak. Oleh
karena itu yang dipakai sebagai pedoman adalah aturan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah
pertanian) yang dalam Pasal 3 ayat (1) nya menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap
sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang bersangkutan,
selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kepala desa dengan dipersaksikan
oleh dua orang, masing-masing dari pemilik dan penggarap”.

Perjanjian bagi hasil itu berdasarkan kebiasaan yang berlaku, sehingga
sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 keluar, pada umumnya perjanjian
bagi hasil dibuat dalam bentuk lisan yang tidak diketahui oleh kepala adat. Jadi
perjanjian bagi hasil hanya berdasar pada kata sepakat antara kedua belah pihak,
tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Dengan didasari oleh rasa saling
percaya yang besar sekali diantara mereka, sehingga mereka merasa puas dengan
hasil itu.

Agar lebih jelasnya dapat saya kemukakan disini pendapat dari Hilman
Hadikusuma (1971:338) yang menyatakan sebagai berikut :
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“Hubungan hukum antara pemilik dan penggarap berlaku atas dasar
kekeluargaan dan tolong menolong dan sebagai asas didalam hukum adat apabila
seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa pesetujuan
berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah. Asas
ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah
tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”.

Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang berbentuk
perjanjian yang dibuat secara tertulis tujuannya untuk menghindari keragu-raguan
yang mungkin menimbulkan perselisihan. Disamping itu juga menjamin adanya
kepastian hukum diatara pihak yang terlibat. Jadi tepat sekali apabila perjanjian
bagi hasil berorientasi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, sekalipun
Undang-Undang tersebut mengatur perjanjian bagi hasil khusus untuk tanah
pertanian. Risiko perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis umumnya
menimbulkan perselisihan diantara mereka.

Adapun mengenai isi dari perjanjian tersebut yang telah disepakati kedua
belah pihak dihadapan kepala desa dengan disaksikan dua orang saksi haruslah
mendapat pengesahan dari camat dan selanjutnya kepala desa akan
mengumumkannya dalam setiap kerapatan desa. Hal ini dimaksudkan agar
pengawasan preventif terhadap perjanjian bagi hasil tersebut dapat dilakukan
sebaik-baiknya.

Melihat kegunaan yang baik dari adanya perjanjian yang harus dibuat
secara tertulis, kiranya perlu diadakan penelitian terhadap para petani tambak
apakah mereka sudah melaksanakan perjanjian berdasarkan undang-undang yang
ada ini. Hal ini penting diketahui untuk melihat apakah undang-undang tersebut
telah benar-benar dilaksanakan sepenuhnya mengingat masa berlakunya yang

sudah cukup lama.
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3.1 Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Menurut Ketentuan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1964
3.1.1 Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Setiap perjanjian dalam bentuk apapun selalu menimbulkan hak dan
kewajiban bagi para pelakunya. Hak dan kewajiban ini harus dinyatakan dengan
jelas sehingga akan tampak hak-hak apa saja yang ada, begitu pula dengan
kewajibannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa
diantara kedua belah pihak.

Sebelum pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang
tentang perjanjian bagi hasil, maka tidak ada pembagian hak dan kewajiban secara
nyata antara penggarap dan pemilik. Jadi kebanyakan perjanjian bagi hasil telah
dikuasai oleh tuan-tuan tanah yang dalam hal ini bertindak sebagai pemilik, yang
pada umumnya penggarap tidak diberi hak-haknya secara wajar, akan tetapi hanya
dibebankan kepadanya suatu kewajiban untuk memenuhi kehendak tuan tanahnya.
Setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, maka keadaan yang
demikian sudah mulai berubah, demikian juga pada Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1964 mengenai operasionalnya sudah nampak lebih jelas.

Menganai kewajiban bersama khususnya dalam perjanjian bagi hasil
tambak telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1964, yaitu :

1. membeli benih ikan pemeliharaan.

)

. membiayai pengedukan saluran.

(B

membeli pupuk tambak dan perawatan pintu air.

Dalam pasal dan ayat tersebut diatas, tercantum pula kewajiban dari
masing-masing pihak yaitu pemilik dan penggarap. Dimana kewajiban tersebut
meliputi hal-hal sebagai berikut
Kewajiban Pemilik Tambak, yaitu :

1. menyediakan tambak dengan pintu air dalam keadaan baik.

33
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b

membiayai perbaikan dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai.

membayar pajak tanah yang bersangkutan.

(98]

Kewajiban Penggarap Tambak atau Pendego, vaitu :
1. menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan
pemeliharaan ikan di dalam tambak.

2. penangkapan ikan pada waktu panen.

Disamping kewajiban masing-masing pihak, maka terdapat pula hak-hak
dari masing-masing pihak, yaitu :
Hak Pemilik Tambak :
1. menerima pembagian hasil panen sesuai dengan perimbangan yang telah

disetujui bersama.

(V]

menerima kembali tambak setelah jangka waktu perjanjian berakhir dengan

pintu air dalam keadaan baik.

Hak Penggarap Tambak atau Pendego :

I. mengerjakan tambak selama jangka waktu perjanjian berlangsung.

2. menerima pembagian hasil panen sesuai dengan perimbangan yang telah
disetujui bersama.

Disamping ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1964, ada juga peraturan-peraturan lain yang mengatur kewajiban para pihak,
vaitu Peraturan Daerah yang tercantum dalam pasal 11 Undang-UUndang Nomor
16 Tahun 1964, yang berbunyi sebagai berikut :

“Oleh Pemerintah Daerah Tingkat | dapat diadakan peraturan yang
mewajibkan pemilik tambak untuk memelihara dan memperbaiki susunan
pengairan pertambakan, disamping saluran-saluran dan tanggul-tanggul yang ada
d daerah pertambakan itu sendiri, yang semata-mata dipergunakan untuk
kepentingan pertambakan” (LN. R1. N0.97:594).

Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa kewajiban untuk

merawat dalam keadaan baik dan saluran-saluran induk dan muara sungai,
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demikian juga tanggul-tanggul utama dan bangunan air induk yang dibangun guna
keperluan tambak, menjadi beban dari pemilik tambak yang bersangkutan
bersama-sama penggarap tambak.

Diharapkan juga bahwa pengelolaan tambak sesuai dengan peraturan
daerah vang ada vaitu pemeliharaan tambak sebaik yang diinginkan oleh
peraturan daerah setempat. Apabila pemeliharaan itu tidak seperti yang
diharapkan oleh Bupati setempat, maka hal-hal yang dianggap perlu akan
dikerjakan oleh pihak propinsi dan biaya dibebankan kepada pemilik dan
penggarap tambak.

Dalam rangka mengadakan pengawasan pelaksanaan kewajiban tersebut,
pemilik tambak berkewajiban untuk mengijinkan para petugas yang ditunjuk oleh
aparat yang berwenang untuk melakukan tugas tersebut. Tatapi apabila
penggarapannya dilaksanakan oleh satu badan hukum maka yang wapb
melaksanakan hal diatas (pengawasan) adalah pengurus dari badan hukum
tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang diperlukan untuk keperiuan tersebut akan
diperhitungkan oleh badan hukum yang bersangkutan.

Ketentuan 1n1 ditetapkan untuk menyempurnakan dan menjaga
kelangsungan dari usaha perikanan umumnya dan usaha pertambakan khususnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil
(tanah pertaman) dijelaskan pula kewajiban pemilik untuk membayar pajak
vaitu yang tercantum dalam pasal 9, dalam pasal tersebut dinyatakan
bahwa : “Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang
untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik
tanah yang sebenarnya”. Jadi secara formil maupun secara materiil kewajiban
tersebut terletak pada pemilik tanah yang sesuai dengan ketentuan umum yang
berlaku sekarang ini.

Dengan melihat ketentuan yang ada dalam pasal tersebut diatas, maka
dengan jelas dapat dilihat bahwa pembagian hasil kedua belah pihak dipengaruhi
oleh beban masing-masing pihak. Dari beban yang telah ditentukan tersebut, maka
secara wajar bagi hasil antara kedua belah pihak mendapat bagian sebesar yang

telah ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 196:4.
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3.1.2 Jangka Waktu Berlangsungnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil khususnya dalam bidang
pertambakan diataur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 7 yang
menentukan bahwa : “Jangka waktu perjanjian yang diadakan untuk pemeliharaan
ikan, paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan
ketentuan, apabila setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan
perjanjian, maka dalam hal ini penggarap yang lama yang diutamakan”.

Dijelaskan pula bahwa apabila pihak penggarap tambak (pendego)
meninggal dunia sebelum habis jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut, maka
sisa waktu yang ada dapat diteruskan oleh ahli waris yang sanggup melanjutkan
pekerjaan pewarisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama sampai berakhirnya
waktu yang telah ditentukan.

Ketentuan tersebut diatas memberikan jaminan bagi penggarap tambak
(pendego) bahwa perjanjian bagi hasil tersebut akan berlangsung selama jangka
waktu yang telah ditentukan. Dengan diberikannya jaminan jangka waktu
tersebut, maka penggarap (pendego) mempunyai cukup waktu untuk menjalankan
pengelolaan tambaknya guna mendapatkan hasil sebanyak mungkin. Hal ini akan
membawa keuntungan pula bagi pemilik karena bagian yang diterima juga akan
bertambah.

Jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut masih
dapat diperpanjang lagi apabila pada waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian,
akan tetapi hasil panen masih ada yang belum dapat diambil, maka perjanjian
tersebut akan berjalan terus sampai hasil tambak dapat dipanen semua, asalkan
waktu perpanjangan perjanjian tersebut tanpa perlu diadakan perjanjian baru.

Jangka waktu perjanjian tidak akan terputus dengan adanya pemindahan
hak milik atas tambak yang bersangkutan kepada pihak lain, dalam hal demikian
maka segala hak dan kewajiban pemilik beralih kepada pemilik tambak yang baru.

Perjanjian bagi hasil dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang telah
ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
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2. dengan izin panitia landreform desa atas tuntutan pemilik tambak bila
penggarap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.
3. jika penggarap tambak tanpa sepengetahuan pemilik tambak menyerahkan
penguasaan kepada orang lain.
Ketentuan yang mengatur hal ini adalah dalam pasal 7 ayat 4 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

3.1.3 Larangan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambak dengan perjanjian
bagi hasil, maka terkadang calon penggarapnya diharuskan membayar sejumlah
uang atau memberikan benda tertentu sebagai pengganti uang kepada pemilik
tambak. Kebiasaan ini masih berlaku dibeberapa daerah. Keadaan ini merupakan
bentuk pemerasan terhadap golongan yang ekonominya lemah. Bentuk pemerasan
ini dilarang dalam perjanjian bagi hasil. Jadi perbuatan yang tidak diperkenankan
dalam rangka perjanjian bagi hasil tambak, yang dapat memberatkan beban
penggarap tambak (pendego) antara lain adalah :

I. pemberian uang atau pemberian apapun kepada pemilik tambak yang
dimaksudkan untuk dapat diterima sebagai penggarap.

2. pembayaran oleh siapapun kepada pemilik tambak dan penggarap tambak
dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon (pembayaran yang
dilakukan sebelum tambak dipanen).

Ketentuan tersebut diatas dimaksudkan untuk melindungi pihak penggarap
dari unsur pemerasan. Selain itu pembayaran yang dilakukan sebelum panen dapat
merugikan masing-masing pihak yaitu pemilik dan penggarap (pendego) tambak,
karena pembayaran lebih kecil dibanding jika sudah waktunya panen. Disamping
itu dengan ditetapkannya ketentuan tersebut diatas, maka diharapkan adanya
pemerataan hasil antara pemilik dan penggarap tambak, jadi jangan sampai terjadi
ketimpangan diantara mereka sehingga dapat menciptakan jurang pemisah antara

yang lemah dan yang kuat.
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3.1.4 Pembagian Hasil Panen

Dalam perjanjian bagi hasil, pembagian hasil tambak mengandung arti
yang penting. Apakah perjanjian itu mencerminkan keadilan atau tidak, hasil
tambak tersebut merupakan harapan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi perlu
diingat, bahwa tidak jarang pemilik tambak mengabaikan masukan-masukan dari
penggarap dalam mengelolah tambaknya, misalkan benih ikan, pupuk dan lain
sebagainya, oleh karena itu perlu saya jelaskan mengenai pembagian hasilnya
secara terperinci.

Seperti kita ketahui bahwa besar kecilnya pembagian hasil antara pemilik
dan penggarap tambak sangatlah dipengaruhi oleh faktor keadaan subur tidaknya
tambak, kepadatan penduduk, dan masalah ekonomi lainnya yang setiap daerah
ternyata tidak sama.

Pembagian hasil usaha pertambakan merupakan hal yang wajar antara
pemilik dan pendego tambak. Dalam pembagian itu besarnya imbangan yang
diterima, dipengaruhi oleh beban masing-masing pihak.

Untuk menghindari ketidak seimbangan pembagian hasil usaha serta
menghindarkan dari adanya unsur-unsur pemerasan, maka pengaturannya
didasarkan pada pasal 3 ayat 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964,
yang mengatur sebagai berikut :

a. untuk hasil ikan pemeliharaan, yaitu ikan yang sengaja dipelihara dari benih
yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli, maka penggarap
mendapatkan 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

b. untuk hasil ikan liar, yaitu ikan yang terdapat di dalam tambak dan tidak
tergolong ikan pemeliharaan, maka penggarap mendapatkan 60 % (enam
puluh perseratus) dari hasi kotor (LN. R1. No. 97:589).

Yang dimaksud hasil bersih diatas adalah hasil yang tergantung dari hasil
pemotongan biaya operasional yaitu setelah dipotong dengan biaya pembelian
bibit, biaya pemeliharaan ikan, dan biaya pemupukan. Setelah hasil penjualan ikan
dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang tersebut diatas, maka akan

diperoleh hasil bersih.
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3.2 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Udang di Desa Ngampel
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
3.2.1 Prosedur Pembuatan Perjanjian Bagi Hasil

Dalam setiap terjadi perikatan atau perjanjian yang perlu diketahui terlebih
dahulu adalah prosedurnya, sehingga kepastian hukum dari perjanjian tersebut
dapat terjamin. Demikian pula dengan perjanjian bagi hasil yang harus diketahui
terlebih dahulu bagaimana prosedurnya.

Sesual dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil, maka dituntut pula peran serta
aparat pelaksana yang terkait untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan itu dapat
dilihat dari prosedur yang ada yaitu :

1. pemilik tambak dan penggarap tambak (pendego) yang akan membuat
perjanjian menghadap kepada Kepala Desa untuk membuat perjanjian bagi

hasil secara tertulis.

‘l\J

Kepala Desa menyiapkan buku daftar khusus untuk keperluan tersebut.

Disamping prosedur-prosedur diatas terdapat juga prosedur yang lain yaitu
perbuatan perjanjian itu harus disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-
masing tidak boleh dipilih oleh pemilik saja atau penggarap saja, juga dilarang
adanya unsur paksaan.

Dengan adanya warga desa yang membuat perjanjian bagi hasil secara
tertulis, maka akan menimbulkan peran dari Kepala Desa, dimana peran tersebut
antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa memberi surat keterangan perjanjian bagi hasil kepada pemilik
tambak dan penggarap tambak yang mengadakan perjanjian tersebut.

2. setiap bulan Kepala Desa wajib melaporkan kepada Kepala Kecamatan guna
meminta pengesahan buku daftar perjanjian bagi hasil.

3. Kepala Desa mengumumkan adanya perjanjian bagi hasil tambak yang baru

terjadi tersebut pada setiap kerapatan desa pada warga setempat. Hal ini

dimaksudkan agar masyarakat mengetahui status dari status dari tambak

tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan yang timbul akibat tidak diketahuinya status tambak tersebut.
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Adapun isi dari perjanjian bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut :
I. pernyataan dari pihak penggarap tambak untuk mengerjakan tambak itu
dengan baik.
2. persetujuan kedua belah pihak yaitu pemilik tambak dan penggarap tambak

mengenai besarnya pembagian hasil panen atas tambak tersebut.

L

penentuan saat berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut.
4. penetapan biaya-biaya pemeliharaan tambak yang harus ditanggung oleh
pemilik tambak dan penggarap tambak.

Apabila prosedur perjanjian yang dilaksanakan oleh para petani tambak
sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan terjamin kepastian hukumnya serta
kemungkinan terjadinya sengketa akan lebih kecil.

Dalam prakteknya di lapangan, perjanjian bagi hasil khususnya yang
terjadi di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, ternyata tidak
seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Kenyataan yang terjadi, perjanjian bagi
hasil itu tidak dibuat secara tertulis, namun hanya dilakukan secara lisan antara
pihak pemilik tambak dengan penggarap tambak (pendego). Karena dibuat dalam
bentuk lisan serta tidak pernah melapor kepada kepala desa, maka kepala desa
tidak pernah mengetahui bila ada warga desa yang mengadakan perjanjian bagi
hasil tambak tersebut. Karenanya buku daftar khusus untuk perjanjian bagi hasil
tidak pernah terisi, yang ada hanya buku daftar khusus tentang jual beli tanah dan
sewa menyewa tanah yang memang sering dibuat dihadapan Kepala Desa,
sedangkan untuk perjanjian bagi hasil sama sekali tidak pernah ada yang melapor.
Dengan demikian kepala desa menganggap bahwa perjanjian bagi hasil tersebut
merupakan urusan masing-masing pihak yang membuat perjanjian, sehingga
kepala desa tidak pernah turut campur dalam proses pembuatan perjanjian bagi
hasil tersebut secara formal (Wawancara dengan Kepala Desa Ngampel, Bpk. Ali
Mansyur, DM. tanggal 29 Oktober 2001).

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran dari aparat
pelaksana perjanjian bagi hasil tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Demikian pula dengan prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil yang selama ini

terjadi di desa Ngampel ternyata dibuat dalam bentuk tidak tertulis atau hanya
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secara lisan saja, sehingga hal ini jelas tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh
pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 4

Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

3.2.2 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Antara Petani Tambak Udang Dengan
Pendego di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
Sebagaimana telah diterangkan pada sub bab tentang pelaksanaan

perjanjian bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang

Bagi Hasil Perikanan diatas, maka pada bagian ini akan penulis uraikan tentang

bentuk daripada perjanjian bagi hasil tambak khusus yang terjadi di Desa

Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam pelaksanaannya. (Desa ini

merupakan salah satu contoh desa yang melaksanakan perjanjian bagi hasil

tambak).

Perjanjian bagi hasil tambak yang telah lama dilakukan di desa Ngampel,
sangat berbeda sekali dengan ketentuan yang ada. Para petani pemilik dan
penggarap tambak di desa Ngampel telah sepakat terlebih dahulu sebelum
membuat perjanjian bagi hasil. Perjanjian dilaksanakan secara lisan vyaitu
didasarkan atas saling percaya, ketergantungan saling menghargai diantara para
pihak serta tolong menolong sesamanya. Kebiasaan seperti itu dilakukan oleh
semua petani tambak yang ada di Desa Ngampel (Wawancara dengan Kepala
Desa, Bapak Ali Mansyur DM., tanggal 29 Oktober 2001).

Jadi tidak satupun dari petani tambak itu menuangkannya dalam akta
tertulis dihadapan kepala desa yang bersangkutan dengan disertai dua orang saksi
seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Hal
tersebut merupakan kebiasaan yang sudah mengakar pada setiap pemilik dan
penggarap tambak, sehingga tidak merasa perlu adanya perjanjian dalam bentuk
tertulis.

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan di desa Ngampel ternyata sifatnya
sederhana sekali, artinya walaupun perjanjian itu tidak dinyatakan secara tertulis,
tetapi pada saat mereka mengadakan perjanjian, maka saat itu pula perjanjian

mulai berjalan. Dengan demikian diantara pihak telah terjadi suatu perbuatan
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hukum dengan tanpa diperlukan lagi pengesahan oleh Kepala Desa yang
dilanjutkan kepada kantor Camat setempat. _

Agar lebih jelas, maka dalam bagian ini akan penyusun uraikan beberapa
hal yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak dalam
praktiknya di desa Ngampel, yaitu
a. Hak dan Kewajiban Para Pihak.

Masyarakat petani tambak desa Ngampel pada umumnya menggunakan
perjanjian bagi hasil dengan sistem setoran, dimana sistem pembagian hasil ini
ditentukan dengan jalan setiap kali panen, maka si pemilik tambak menerima
setoran berdasarkan jumlah yang telah disepakati. Kewajiban pemilik tambak
hanya membayar pajak atau Ipeda (Iuran Pendapatan Daerah) atas tambaknya,
sedangkan kewajiban penggarap tambak (pendego) adalah, mengerjakan
pengelolaan tambak dengan baik, membeli pupuk, membiayai penangkapan ikan
pada waktu panen, menyetorkan bagian yang semestinya diterima oleh pemilik
tambak, sedangkan sisa dari pembagian hasil tersebut akan menjadi bagian dari
penggarap (Wawancara dengan pemilik tambak, Bapak Supenan, tanggal 28
Oktober 2001).

Adapun hak dan kewajiban antara para pihak adalah sebagai berikut :
Menganai kewajiban bersama antara pemilik tambak dengan pendego tambak,
yaitu :

1. membeli benih ikan pemeliharaan.

2. membiayai pengedukan saluran

Kewajiban Pemilik Tambak vaitu :

1. harus menyediakan tambaknya dengan pintu air dalam kondisi baik agar dapat
dikerjakan oleh penggarap (pendego).

2. membayar pajak tambak yang bersangkutan.

Hak Pemilik Tambak

1. menerima imbangan bagi hasil sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

2. menerima kembali tambaknya setelah masa perjanjian tersebut berakhir.
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Sedangkan hak dan kewajiban penggarap tambak (pendego) adalah
sebagai berikut :
Kewajiban Penggarap Tambak (pendego) :
mengerjakan pengelolahan tambak dengan baik.
membeli pupuk tambak.

membiayai penangkapan ikan pada waktu panen.

e UG il e

mengembalikan tambak setelah berakhirnya masa perjanjian kepada pemilik

tambak.

Hak Penggarap Tambak (pendego) :
1. menyelenggarakan pengelolahan tambak sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.

2. menerima pembagian hasil panen.

b. Jangka Waktu Berlangsungnya Perjanjian Bagi Hasil

Apabila dikaitkan dengan jangka waktu perjanjian bagi hasil minimum
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil
Perikanan adalah 6 (enam) musim atau 3 (tiga) tahyn berturut-turut, ternyata
dalam prateknya hal itu tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh
pemerintah.

Para pihak mengadakan perjanjian pada umumnya menentukan jangka
waktu perjanjian bagi hasil tersebut sebagaian besar hanya selama 1 (satu) sampai
2 (dua) tahun, hal ini terjadi karena faktor yang menentukan adalah kemampuan
pendego tambak itu dalam menggarapnya. Dimana apabila hasil garapannya pada
tahun itu baik, maka akan dilakukan perpanjangan masa perjanjian, namun apabila
hasilnya tidak bagus, maka masa perjanjian itu akan berakhir dan pemilik tambak
akan mencari penggarap tambak yang baru. Dengan kata lain, bahwa jangka
waktu perjanjian bagi hasil yang terjadi di desa Ngampel umumnya tidak ada
batasan khusus. Hal itu tergantung sepenuhnya pada pihak pemilik tambak dalam
menentukan waktunya.
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Didalam ketentuan undang-undang bagi hasil, dinyatakan bahwa bila
jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir dan akan mengadakan pembaharuan
perjanjian, maka penggarap lamalah yang diutamakan. Akan tetapi dalam
prakteknya, hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi, karena kecenderungan para
pemilik tambak untuk menggunakan penggarap tambak (pendego) yang baru. Jadi
dalam hal ini tidak ada prioritas bagi penggarap lama untuk dipilih kembali
(Wawancara dengan pemilik tambak, Bapak Nabail Adhim, tanggal 29 Oktober
2001).

Jadi faktor penting yang mempengaruhi adanya perjanjian baru bila jangka
waktu perjanjian tersebut berakhir adalah cara kerja dan hasil panen, diasumsikan
bila cara kerja baik, maka akan mempengaruhi hasil panennya. Asumsi inilah
yang menjadi pertimbangan pemilik tambak dalam menentukan kembali
penggarap tambaknya.

Apabila seorang pendego tambak meninggal dunia sebelum jangka waktu
perjanjian berkahir, maka ahli waris yang menghendaki usaha tersebut diberi
kesempatan untuk meneruskan usaha pewarisnya sampai jangka waktunya

berakhir (Wawancara dengan pendego tambak, Bapak Dakirin, tanggal 27
Oktober 2001).

¢. Larangan Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam hal untuk memperoleh kesempatan menjadi penggarap tambak
secara bagi hasil dengan syarat harus membayar atau memberikan harta benda
lebih dahulu kepada pemilik tambak, ternyata dalam prakteknya di desa Ngampel
hal semacam itu tidak pernah ada penggarap tambak (pendego) yang memberi
sesuatu kepada pemilik tambak agar diterima menjadi penggarap tambaknya,
meskipun perbandingan antara lahan tambak yang tersedia dengan jumlah
penggarap tambak tidak sebanding, artinya lebih banyak penggarap tambaknya.

Demikian pula ijon belum pernah terjadi di desa Ngampel, karena mereka
selalu menghargai perjanjian yang telah dibuatnya (Wawancara dengan pendego
tambak, Bapak Ashabi, tanggal 28 Oktober 2001).
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d. Pembagian Hasil Panen.

Ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1964, bahwa pembagian hasil yang diterima antara pemilik tambak dengan
penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut : mengenai hasil
ikan pemeliharaan minimum 40 % dari hasil bersih, sedangkan ikan liar minimum
60 % dari hasil kotor.

Dalam prakteknya, pelaksanaan bagi hasil di desa Ngampel ini bervariasi
dari pembagian hasil bersih yang sangat tidak seimbang, yaitu sekitar 8 : 2 (8
untuk pemilik dan 2 untuk pendego), atau 7 - 3 (7 untuk pemilik dan 3 untuk
pendego), dan 2/3 : 1/3 (2/3 untuk pemilik dan 1/3 untuk pendego) dari hasil
bersih. Menurut pengakuan dari beberapa penggarap tambak (pendego) dan
pemilik tambak, hal ini dikarenakan mahalnya harga windu, sehingga dengan
20 % atau 30 % saja sudah cukup layak jika dinilai dari segi ekonomi.

Mengenai pembagian hasil ditentukan oleh luas tambak dan beban-beban
atau bondo yang ditanggung oleh pemilik tambak dan pendego tambak. Syarat
perjanjian yang berat ini, pada kenyataannya diterima oleh pendego tambak
dikarenakan tanah tambak yang tersedia tidak banyak atau terbatas, sedangkan

jumlah orang yang ingin menjadi pendego tambak sangat banyak.

3.2.3 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Antara Petani Tambak
dengan Pendego Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, maka disitu mengatur tentang tahapan atau

prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik tambak dengan

penggarap tambak (pendego), apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut
terjadi suatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak akibat kesalahan atau
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Berdasarkan pasal 19 tersebut, maka ada beberapa tahapan yang dapat
dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, tahapan
tersebut adalah sebagai berikut :
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1. penyelesaian diadakan secara musyawarah antara pemilik tambak dan
penggarap tambak (pendego) dengan Panitia Landreform Desa.

2. bila tidak diperoleh penyelesaian, maka penyelesaian selanjutnya diajukan ke
Panitia Landreform Kecamatan .

3. mengenai banding terhadap keputusan Panitia Landreform Kecamatan dapat
diajukan ke Panitia Landreform Tingkat II yang anggotanya meliputi kepala
dinas perikanan dan tiga orang wakil dari organisasi tani.

Namun hingga saat ini keberadaan dari Panitia Landreform tersebut belum
pernah ada, hal ini disebabkan karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang
mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan ini. Sehingga dalam prakteknya dilapangan, para petani tambak yang
ada di desa Ngampel khususnya, apabila terjadi sengketa antara pihak pemilik
tambak dengan pendego, maka penyelesaiannya  cukup dilakukan melalui
musyawarah mufakat diantara mereka, sehingga tidak pernah sampai melibatkan
aparat desa. Hal itu disebabkan juga karena kebiasaan para petani tambak pada
saat membuat perjanjian yang tidak dilakukan secara tertulis dihadapan kepala
desa, sehingga bila terjadi sengketa diatara mereka, maka pihak Kepala Desa
merasa tidak mempunyai kewenangan untuk turut campur dalam penyelesaian
sengketa tersebut, karena Kepala Desa menganggap bahwa resiko dari perjanjian
tersebut sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri. Namun
pihak Kepala Desa juga tidak menutup kemungkinan untuk turut serta terjun
kedalamnya sebagai mediator apabila upaya penyelesaian sengketa yang
dilakukan oleh para pihak tersebut tidak menemukan titik temu Disamping itu
juga, hingga saat ini Panitia Landreform Desa belum pernah ada, yang ada hanya
semacam tim khusus yang Qibentuk sewaktu-waktu oleh Kepala Desa jika terjadi
sengketa yang memerlukan bantuan dari aparat desa (Wawancara dengan Kepala
Desa, Bpk. Ali Mansyur, DM, tanggal 29 Oktober 2001).

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik
tambak dengan pendego di Desa Ngampel yang mulai berlaku setelah adanya
kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pada umumnya hanya dilakukan
secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dari Kepala Desa, maka dalam
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pelaksanaannya hal itu tentunya tidak terlepas dari permasalahan, walaupun

kadangkala permasalahan tersebut sifatnya hanya masalah yang sederhana, namun

hal itu dapat menjadikan awal dari timbulnya hubungan yang tidak harmonis atau
rasa ketidak cocokan diantara kedua belah pihak. Dimana masaiah yang terjadi
tersebut adakalanya timbul karena kesalahan pendego, namun tidak jarang juga
timbulnya masalah tersebut dari pemilik tambak sendiri yang terkadang bertindak
semena-mena terhadap pendego.

Masalah-masalah yang terjadi antara pemilik tambak dengan pendego
tambak di desa Ngampel pada umumnya adalah sebagai berikut :

Masalah yang Timbul dari Pendego Tambak :

a. pendego tambak seringkali mengambil ikan tanpa seijin pemilik tambak.

b. pendego tidak mengusahakan penggarapan tambak tersebut dengan baik,
sehingga mengakibatkan tambak menjadi terbengkalai, dan hasil panen
cenderung gagal.

c. penyerahan imbangan hasil panen kepada pemilik tambak seringkali

terlambat.

Masalah yang Timbul dari Pemilik Tambak :

a. pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemilik tambak terhadap
pendego sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, karena pendego
dianggap tidak mengusahakan tambaknya dengan sungguh-sungguh.

b. karena merasa tidak puas dengan cara kerja yang dilakukan oleh pendego
tambak, maka pemilik tambak melimpahkan penggarapan tambaknya kepada
pendego lain, dengan tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan pendego yang
lama.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka pada akhirnya akan
menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak, dimana seringkali menimbulkan
ketegangan diantara keduanya apabila kedua belah pihak tidak ada yang mau
mengalah. Akan tetapi hal itu jarang sekali terjadi, karena pada umumnya setiap
kali terjadi perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak menyelesaikannya

dengan melalui musyawarah kekeluargaan, dan biasanya untuk penyelesaian
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sengketa yang disebabkan kesalahan dari pihak pendego tambak, maka dalam
praktiknya, pendego tambak langsung mendapat teguran dari pemilik tambak dan
dimohon untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi (Wawancara dengan pendego
tambak, Bpk. Abdul Wachid, tanggal 27 Oktober 2001)

Sedangkan untuk kesalahan yang dilakukan oleh pemilik tambak yang
secara nyata bertindak sewenang-wenang kepada pendego, dengan memutuskan
hubungan kerja sebelum berakhimya jangka waktu perjanjian, maka dalam hal ini
pemilik tambak diwajibkan untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan
oleh pihak pendego untuk mengusahakan tambak tersebut, diantaranya adalah
mengganti biaya pembelian bibit, pembelian pupuk, dan semua biaya-biaya
operasional tambak (Wawancara dengan pemilik tambak, Bapak H. Nurfi’i,
tanggal 29 Oktober 2001).
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3.3 Kajian

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi
Hasil Perikanan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam
perjanjian bagi hasil perikanan, maka terjadilah dualisme hukum, yaitu hukum
adat setempat disatu pihak dan di lain pihak Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1964 juga harus dilaksanakan.

Seperti yang sudah disebutkan oleh pembuat undang-undang bahwa
hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai
imbangan besarnya pembagian hasil panen. Dimana ada beberapa faktor yang
menyebabkan adanya perbedaan tersebut, diantaranya adalah
1. penentuan tentang biaya-biaya apa saja yang menjadi beban bersama dan

biaya apa saja yang dipikul oleh mereka masing-masing.

2. letak, luas, keadaan dan kesuburan tambaknya serta jenis udang yang
dihasilkan. Jika tambaknya subur, maka bagian pemiliknya lebih besar
daripada bagian pemilik tambak lainnya yang kurang subur.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 keberadaan peraturan
hukum adat setempat masih mungkin untuk diberlakukan dalam perjanjian bagi
hasil perikanan, asalkan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 5
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yaitu jika menurut hukum adat setempat
bagian para penggarap tambak masih kurang dari bagian yang ditetapkan oleh
undang-undang, jika bagian penggarap sudah lebih besar dari apa yang telah
ditetapkan, maka aturan yang lebih menguntungkan yang dipakai.

Dengan adanya aturan atau ketentuan yang demikian, maka ketentuan
tentang bagi hasil yang dimuat dalam undang-undang dapat segera dijalankan,
dengan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyesuaian dengan kedaan
daerah jika hal itu memang sungguh-sungguh diperlukan.

Walaupun dualisme hukum memang sudah terjadi, akan tetapi dualisme
ini lebih bersifat intern, artinya kedua sistem hukum yang berlaku tersebut berasal
dari bumi pertiwi Indonesia, dan juga kedua sistem hukum tersebut sama-sama
mendasarkan diri pada hukum adat. Dualisme yang bersifat interen ini menurut

hemat penyusun, tidak menimbulkan persoalan yang saling bertentangan,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

50

melainkan kedua sistem hukum tersebut saling mengisi dan menunjang satu
sama lain.

Mengenai bentuk perjanjian oleh undang-undang pada umumnya
dikehendaki adanya bentuk tertulis, dengan disaksikan dua orang saksi dihadapan
kepala desa dan disahkan oleh kepala kecamatan ditempat perjanjian bagi hasil
tersebut dibuat (pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil
Pertanian). Dalam prakteknya ternyata, bentuk perjanjian bagi hasil ini umumnya
tidak tertulis, dengan kata lain para pihak masih tetap menggunakan bentuk yang
lazim dipakai menurut hukum adat setempat yakni hanya dilakukan secara lisan.

Dualisme hukum memang memungkinkan timbulnya permasalahan baru,
oleh karena itu pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang tidak
tertulis akan sulit dilakukan, pada sisi lain perjanjian bagi hasil udang windu terus
bertambah frekuensinya seiring dengan laju perkembanagn penduduk dan makin
sempitnya lahan-lahan yang tersedia untuk pertambakan. |

Adapun perjanjian bagi hasil menurut undang-undang yang diadakan
antara pemilik tambak dengan penggarap bahwa hasilnya akan dibagi menurut
imbangan yang disetujui dengan menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil
yang bersifat pemerasan. Sehingga dengan demikian semua pihak yang turut serta
dalam usaha pertambakan itu mendapat bagian yang sesuai dengan tenaga yang
telah dikeluarkannya. Ketentuan tersebut diatas diadakan dengan maksud untuk
memperbaiki kedudukan pihak penggarap (pendego) dan untuk menjamin
pembagian hasil yang diterima baik oleh pemilik tambak maupun penggarap
tambak yang dilakukan atas dasar rasa keadilan. Dengan memberikan jaminan
yang demikian itu, maka disamping dapat memperbaiki taraf hidup para
penggarap tambak yang bersangkutan, sekaligus diharapkan pula timbulnya
perangsang yang lebih besar didalam usaha meningkatkan produksi udang windu.

Jangka waktu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1964 bahwa perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling
sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk perikanan darat,
Dalam prakteknya, jangka waktu perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa
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Ngampel pada umumnya tidak ditentukan batasan waktunya, hal itu karena

tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Ketidak terbatasan jangka waktu perjanjian bagi hasil udang windu ini,
menyulitkan untuk menentukan kapan berakhirnya masa perjanjian, sehingga
berlaku suatu asas dalam perjanjian bagi hasil bahwa hak usaha bagi hasil tidak
menjadi hapus karena hak milik atas tambaknya dipindahkan kepada orang lain.
Dalam hal yang demikian, maka semua hak dan kewajiban pemilik tambak yang
lama beralih kepada pemilik tambak yang baru. Demikian pula jika pendego
tambak meninggal dunia, maka hak usaha bagi hasil tersebut jatuh ketangan ahli
warisnya, dan penguasaan serta pengusahaan tambaknya dilanjutkan dengan hak
dan kewajiban yang sama.

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian hanya mungkin dapat dilakukan dalam hal dan menurut ketentuan
dalam pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, yaitu :

atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

b. dengan ijin Panitia Landrefrom Desa, jika mengenai perikana darat, atas
tuntutan pemilik tambak, apabila penggarap tambak yang bersangkutan tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

¢. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan
tambaknya kepada orang lain.

Dalam praktenya, penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya
Jangka waktu perjanjian pada umumnya di desa Ngampel dilakukan secara
sepihak, yaitu semata-mata ditentukan oleh pihak pemilik tambak dengan alasan-
alasan sebagai berikut :

a. ketidak cocokan dari pihak pemilik tambak terhadap cara kerja pendego
tambak.

b. pendego tambak menelantarkan tambaknya atau tidak merawatnya, sehingga
tambak menjadi rusak dan berakibat pada menurunnya hasil panen yang
cenderung gagal.

¢. hal-hal lain yang dapat merugikan pemilik tambak, semisal pendego seringkali

mengambil ikan tanpa seijin pemilik tambak.
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Jika terjadi penghentian perjanjian bagi hasil pada umumnya pendego
tambak tidak mengadakan reaksi apa-apa, dengan kata lain menerima pemutusan
hubungan kerja tersebut, meskipun adakalanya merugikan pihak pendego. Sifat
“nerimo” dari pendego tambak ini tampaknya telah tertanam sejak dahulu,
sehingga pendego selalu menempatkan dirinya pada pihak yang bersalah.

Selanjutnya sebagai akibat kesalahan tersebut pendego menerima
pemutusan hubungan kerja dengan mendapat ganti rugi atas semua biaya yang
telah dikeluarkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemutusan
perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat petani tambak di desa Ngampel
ternyata tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Demikian juga tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik
tambak dengan pendego tambak, ternyata penyelesaiannyapun hanya dilakukan
secara musyawarah kekeluargaan saja, tanpa harus melibatkan pihak Kepala Desa.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam kajian ini dapat penyusun
simpulkan, bahwa perjanjian bagi hasil perikanan yang diadakan oleh para petani
tambak di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut hanya
berdasarkan hukum adat setempat yang mengatur tentang bagi hasil, dimana hal
tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan kata sepakat antara kedua belah pihak.

Dengan demikian peranan hukum adat dalam perjanjian bagi hasil di desa
Ngampel setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yang

mengatur tentang Bagi Hasil Perikanan ternyata masih sangat besar pengaruhnya.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka akan penulis sampaikan
beberapa kesimpulan dari bab-bab terdahulu yang telah diuraikan dimuka, juga
akan penulis berikan beberapa saran yang nantinya mudah-mudahan dapat
berguna untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada, yaitu :

4.1 Kesimpulan

I. bahwa bentuk perjanjian bagi hasil tambak di Desa Ngampel Kecamatan
Manyar Kabupaten Gresik selama ini di dasarkan pada adat kebiasaan
setempat yaitu dibuat hanya secara lisan, artinya tidak tunduk pada undang-
undang yang mengatur masalah tersebut, sehingga peraturan perundang-
undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang
Bagi Hasil Perikanan, belum berjalan seperti yang diharapkan oleh
pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih sangat kuatnya kepercayaan
masyarakat desa Ngampel terhadap adat kebiasaan yang berlaku di sana.

2. bahwa upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik
tambak dengan pendego di desa Ngampel ternyata pada umumnya hanya
dilakukan secara musyawarah kekeluargaan diantara para pihak saja, dan tidak
perlu sampai melibatkan pihak aparat desa atau Kepala Desa. Hal ini
disebabkan pihak Kepala Desa merasa tidak mempunyai hak untuk turut
campur masalah mereka, karena dalam proses pembuatan perjanjian tersebut

para pihak tidak membuat perjanjian tersebut secara tertulis dihadapan Kepala

Desa.

4.2 Saran

I perlunya pemerintah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, hal ini diperlukan sebab masih ada
kelemahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut, yaitu
undang-undang ini tidak mengatur mengenai prosedur pembuatan perjanjian
serta bentuk perjanjian bagi hasil tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya

harus dikaitkan dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Peraturan Menteri Agraria
Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi
Hasil. Hal ini terkait juga dengan berlakunya peraturan perundang-undangan
yang sudah cukup lama ini.

perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat petani tambak guna
meningkatkan pengetahuan hukum yang masih rendah khususnya yang terkait
dengan perjanjian bagi hasil perikanan untuk memasyarakatkan peraturan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
khususnya di desa Ngampel perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan
aparat pelaksana perjanjian bagi hasil dengan mengadakan evaluasi terhadap
masyarakat yang telah diberikan penyuluhan hukum.

untuk menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban
masing-masing pihak, baik pemilik tambak maupun pendego tambak, maka
disarankan kepada masyarakat petani tambak, khususnya yang ada di desa
Ngampel untuk membuat perjanjian bagi hasil tersebut secara tertulis di
hadapan Kepala Desa dengan di saksikan oleh dua orang saksi sebagaimana
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang

Bagi Hasil Perikanan.
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Lampiran 1

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT GRESIK
KECAMATAN MANYAR

DESA NGAMPEL
JI. Manunggal I Nomor 02 RT. 06 RW. 02

SURAT KETERANGAN
Nomor : .331/96/403.84.21/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Ngampel Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik, menerangkan bahwa :

Nama : Ali Masruri

NIM : 97 - 141

Fak/Program : Hukum/S 1

Alamat - JI. Manunggal IT 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

telah melaksanakan penelitian mengenai : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TAMBAK
UDANG WINDU DENGAN PENDEGO DI DESA NGAMPEL KECAMATAN
MANYAR KABUPATEN GRESIK”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

pel, 29 Oktober 2001
‘ N Desq Ngampel,
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Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama 5UF/\JAM
Pekerjaan C TANG. TAMBAC
Alamat AN EL.. . . B o
benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Tinjuuun Yuridis
l'entang Pelaksnaan Perjanjiun Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu

Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”, oleh

mahasiswa dengan :
Nama . Ali Masrun
NIM 197141

Fak/Program : Hukum/S 1
Alamat :JI. Manunggal 11 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, .28, .. Qlctober .. ... 2001

Responden,

SUFNAN
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SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Qo k r;V\ SR R .

Umur J. - '“'\ . \

Pekerjaan : P*“'H / P"’V‘ LO(SO *?WL k

Alamat .. 0s. M‘}?W‘(’P\

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Yinjauan Yuridis

Tentang Pelaksnaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu
Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”, oleh
mahasiswa dengan :

Nama - Ali Masruri

NIM 197 -141
Fak/Program : Hukum /S 1
Alamat -J1. Manunggal 11 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ngampel, ....2.7. - OUGL"’ ... 2001

Responden,

2

D a\le“\‘v\
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SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

W™
Nama

Pekerjaan : .Vﬁk'f‘f‘.‘. o / . B”‘“‘ug'(’ . 'hw‘ }7“ N
Alamat : R N;}““"FA

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Timjauan Yuridis

lentang Pelaksnaan Perjunjian Bagi Hasil Antara Pemilik lTumbak Udang Windu

Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatun Muanyar Kabupaten Gresik”, oleh

mahasiswa dengan
Nama . Ali Masruri

NIM 197 - 141
Fak/Program : Hukum /S 1
Alamat - J1. Manunggal 11 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, Lt - Olkp !?)‘"“ 2001

Mengetahui,

Ngpala Desa Ngampel, Respanden,

|
o‘qMATAN “\P- ¥, 1 A Y’L]R, DM b\/ MWL
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SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama A@DUL\\/AQH!O

Pekerjaan \ PETAN(T/]M 6A‘¢
AamatNGAMPEL ~TMavYae -GRESIE

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Tinjauan Yuridis

Tentang Pelaksnaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu

Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”, oleh

mahasiswa dengan :

Nama - Ali Masruri

NIM 197 - 141

Fak/Program : Hukum /S 1

Alamat - JI. Manunggal 11 06/02 No. 24 Ngampel Maﬁyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, 22 7- OETOAEL - 2001

Responden,

)

ARDUL \vac HiD
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SURAT PERNYATAAN ( RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama HMJ{M

Umur o gt v an ...

Pekerjaan M,Xam,éaﬁ\,

Alamat '.M?C.?- A

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Tinjauan Yuridis
T'entang Pelaksnaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik lTambak Udang Windu
Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”, oleh
mahasiswa dengan :

Nama . Ali Masrun

NIM 197 - 141
Fak/Program : Hukum/S 1

Alamat - JI. Manunggal [T 06/02 No. 24 Ngampel Maﬁyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mesti nya.

Ngampel,“Z.g. G«&f&g{»ﬂ-— 2001

Mengetahui,

Responden,
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SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 45’{4!"'
Pekerjaan Pﬁ&am/ﬁenc\mo
Alamat Dsﬁymywel,
benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Yinjauan Yuridis

lentang Pelaksnaun Perjunjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak 1 ldung Windu
Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Muanyar Kubupaten Gresik™, oleh

mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri
NIM 197 - 141

Fak/Program : Hukum/S 1
Alamat + JI. Manunggal IT 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, .28 - Chtaloer -~ 5,

Responden,

4

Aol
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SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama /JffL\C\b'
Pekerjaan . fedaui tawabalke ( feu dego
Alamat  ; fqawpel Mawwae
benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Tinjuuan Yuridis

Tentang Pelaksnaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu
Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik"”, oleh
mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri

NIM 197 - 141

Fak/Program : Hukum/S 1

Alamat - JI. Manunggal 11 06/02 No. 24 Ngampel Maﬁyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, .28 OFToper_  Hqq;

Responden,

S

AS HA
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SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama /'/HAMIM

Pekerjaan . SWASTA - / PETANI TAMBAK

Kinmne . MULYOREJIO - TIGAMPEL - MANTAR -

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Tinjauan Yuridis

T'entang Pelaksnaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Jdang Windu

Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”, oleh

mahasiswa dengan :
Nama . Ali Masruri
NIM 197 - 141

Fak/Program : Hukum /S 1
Alamat - JI. Manunggal 11 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SOk TORER -

Ngampel, 29 S vy 2001

Responden,

He HAMIM
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SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama NGB WK

Umur s BOT s et

Pekerjaan . SUASMA: [ PPN fasdgek .

Alamat . Ngou S - BT o5/ om. 1 ayar. Greil

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Tinjauan Yuridis

Tentang Pelaksnaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu
Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”, oleh

mahasiswa dengan :

Nama : Ali Masruri

NIM 1 97— 141

Fak/Program : Hukum/S 1

Alamat - JI. Manunggal II 06/02 No. 24 Ngampel Manyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

og - akh

Ngampel, .. A s 2001

Responden,

ALI MANSYUR. DM AABRIC NIt Un
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SURAT PERNYATAAN (RESPONDEN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama LR
Pekerjaan ; [ﬁV}J‘(ﬁMB’I IC
Alamat ”5’“””7“—*

benar-benar telah diwawancarai berkaitan dengan masalah : “Tinjavan Yuridis
Tentang Pelaksnaan Perjunjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu
Dengan Pendego Di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik"”, oleh
mahasiswa dengan :

Nama - Ali Masruri

NIM 197 - 141

Fak/Program : Hukum/S 1

Alamat - JI. Manunggal 1T 06/02 No. 24 Ngampel Maﬁyar Gresik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, 17 ok(obt’ f“ .. 2001

Responden,

Jz’ i)

JYuS .S
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Lampiran 3

TAMB AT AN

i

SEKNLTANIS NEGAUA.

Menimbang

Mengingeal

1.

L.

2.

Salinan .

UNMDANG - UNDANG No. 16 TAIIUN 1964

TENTANG
BAG! HASU. PERIKANAN
PRESIDEN  HREPUBLIK  INDONESIA,

hahwa sebagai salah salu usaha untule menudju koarah
perwudjudan masjaraled sosialis Indonesia pada winum-
nja, chususnja  unlule meningkatkan laral-laral hidup
para nelajan penggarap dan menggarap lambalk serla
memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan per-
ilkanjen seljara bagi-hasil, baile perikenan laul maupun
pl?lil((‘llll.lll darat. dialur hingga dihilangkan unsur-unsur-
nia Jang bersiial pemerasan dan semuea fihak jang turul
!'-l.'lit'.? masging-masing mendapal bagian Jang adil dari

usahua ila ;

Lalywa selain perbailkan dari pada sjaral-sjarat per-
diaydjicn bagi hasil sebugai jung  dimuleindlean diatas
perlu pula lebih dipergial usaha pembentukan koperasix
petjlanan, jang anggaula-anggantavja terdicg dari semua

otang joang lutal serla dalam uscha porikanan itu ;

pagal 5 ajat | jo pasal 20 ajat 1 serla pasal 27 ajal 2 dan

pasal 33 Undang-undang Dasar ;

Undang-undang No. 5 lahun 1960 (Lembaran Negara
lahpn 1960 HNo. 104) ;

Kolelapan Madjelis Peimusjawaralan Raljal Semenlata
Neo, 11 / M.P.ILS. 1560 jo Resolusi Madjelis Prrinusjavea-
ralan Rualjat Sementara No. I / M.P.R.S, / 1953 ;

Uui'f(mg-u::nlang Ne. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaron Negara
Tahun 1960 Mo, 31, Dengan perseludjuan Dewan Per-

walkilan HRakjal Geleong - Rejong) Jo Kepulusan Prosiden
Wa, 239 tahun 1964 ;
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MEMUTUSKAN: ‘
! : UNDANG-UNDANG TENTANG BAGI IIASIL PERIKANAN.,

Meneclapkan 2
BAB I
ARTI BEBERAPA ISTILAH
Pasal 1

3

Dulam Undang - Undang ini jang dimaksudlkan dengan :

perdjandjian bagi hasil ialah perdjandjion jang diadakan dalam usaha
penangkapan alau pemeliharaan ikan anlara nelajan-pemilik dan nelajan
penggarap alau’ pemilik lambak dan penggarap lambak, menurul per-
diandjion mana mereka masing-masing menerima  bagian dari hasil

usaha lersebul menurul imbangan jang telah diseludjui sebelumnja:

b. nelajan pemilik ialuh orang alau badan hulkum jang dengan hak apapun
botkuasa algs sesualu kapol / perahn jong dipernakan dalam usaha

penangkapan ikan dan alal-alal penangkapan iken ;

nelajun ponggarap jalal nemua ortanyg jany sobagai losatuan dengon
menjediakan jenuganja turul sorta dalom usaha ponanglapan ikan laut ;

d.  pemilik tambil ialah orang alau badan hukum Jang dengan hak apapun
berkuasa alag sesualu lambale;

e.  penggarap lgmbak lalah orang jang seljara njala, aldil menjodialean
lenaganja dulpm usuha pemelibaraan ikan daral alas dasar pordjandjian
bagi hasil jang diadakan dengan pemilik tambale ;

f. lambak ialah, genangan air jang dibual oleh orang sepandjang panlal
untuk pemeliljaracn ikan dengan mendapal pengairan jang leralir

g. hasil bersih ]uinl::
— bagi perilwnnn laut ;
hasil ikan janyg dipetoieh dari penanglapan, jang selelah diambil seba-
gion untuk _Jewuhan” para uvelajan penggarap menurul kebiasaan
selampal, tliklimngi dengan beban-bebuan jong mendjadi langgungan
bersama dari pielajan-pemilik dan para nelajan-penggarap, sebagai jung
dilelaplkan dif;rllﬂlll pasal 4 anglka 1 hurul a. ;

-— bagi perilpnan  ddral ;

sepandjang r;}nugolmi ikem pemelibaroon jang dipero’:h dari usaha
lambak jang bersangkulan dikurangi dengan beban-beban jang men-
diadi langgungan bersema dari pemilik lambak dan penggarap lambak,
sebagai jang diletapkan didalam pasal 4 aingkea 2 hurul a;

h. ikan pemeliharaan ialah lkan jung sengadja dipelihara ‘dari benih jang
pada umumnja diperoleh dengan djulan mombelj ;

. ikan liar jalah ikan Jang lerdapal didalam tlambalk dan tidak lergolong
ikan pemeliharaan ;
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BADB Il

PEMBAGIAN 1HASIL USAIIR,
Pasal 2

Usaha petikanan laul maupun darat alas dasar perdjandjian bagi
hasil harug di.'i()lﬂ'll(_]gﬂlf“ll({ll.l bordaseatlan kepentingan borsame deari nelajan
pemilile dan noldjan penggarap serla pomilik lambak dan penggarap lambal
Jang bersanglulan, hingga mercka masing-masing’ menerima bagian dari
hasil usaha tu sesuaj dengan djasa jang diberikann]a.

Pasal 3

(1) Djika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dascrr Perdjandjian
bagi hasil, mgka dari hasil usahea itu kepada fihal nelajan peuggarap
dan penggarap lambak paling sedilil harus diberikean bagian sebagai

berikul :
t

|l perikcmu:r laut: a. djilka dipergunokem perahu lajar:
i minimum 75% (tudjuly pulul lima perseralus)
b. djika dipergunakaon kapal molor :
minimum  40¢; (empat pulul perseralus) darf
hasil bersih ;
2. perikanan daral: q. mengenai hasil iken pemeliharcacny «
minimum 409 (empal pululy perseralus) darg
hasil beigih ;
b. mengenai hasil ikan liar s mininium 609 (enam
puluh berseralus) dari hasil lolor ;

(2) Pembagian hsil dianlara parea nelajan penggarap  clarf beagian jung
merel levima moenuul kotentuay dulam ajot | pasal ini dintur elel,
motekea sendiyj, dengan dinwasi olel Pemaetintah Daeraly Tingleal 1 jung
bersangkulan | unluk menghindarkan lerdjadinja Pemerasan, dengan
kelenluan, bahwa perbandingan antara bagian jang terbanjal dan jang
paling sedikil lidak bolol lebih dari g (liga) lawan 1 (salu),

Pasal 4

Anglka bagian filial nelajan Penggarap dem benggarap lambalk sebagaj
jang tertiantym dalam pasal 3 dilelapkan dengan leetentuean, baliwa
beban-beban' jang bersangleutan dengan usaha perikanan ilu harus
dibagi sebaggqi berikul :

l.  Perikanan lﬂ!.|l=

a. lmbcn-bqban jang mendjadi langgungan bersama dari nelajan
pemilile dan fihalk nelajan penggarap : onglos lelang, uang rokole /
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djadjan . dan biuja perhekaion  untulk para nelajan penggaray,
seloma dilaul, biaja unluk sedekah ol (selamalan bersama) serla
iwtan-iuran jang disabkan oleh Pemerintah Deacral Tingleal 11 jeineg
bersangkulan seperli unluk koporasi. dan pembangunan perahu /
kapal, dana kesedjahler san dana kemalian dan lerin-lainnj ;

b.  beban-beban jang mondjadi lﬁpggungun nelajan pemilile ; onglos
pemeliharaan dan perbaikan perahu / kay 1l serla alal-alal lain jang -

dipergunakan, penjusutan dan biaja ulpluitasi usaha ponangleapan,
seperli untuk pembelion solar, minjak, es dan lain sebagainja,

Perikanan daral :

a. 'buhuu--bnlmu jang mendjadi langgungan bernama  dari pomilik
lambak dan penggarap tambak uang pembeli benih ikan pemeliha-
raan, biagja unluk pengeduk saluran (Tjaren) bigja-biaja unltulk
pemupulkan lambak dan perawalan pada pinlu-air serla saluran,

jung mengaini teambak jung diusahalean itu ;

b. bahan-bahan jang mendjadi langgungan pemilik lambalk : disedia-
kannja lambalk dengan pinlu air dalam keadaan jang menljulupl
kebutuhan, biaja unluk memperbaili dan mengganti pinhit-air jung
lidak dapat dipakai lagi serla pembajaran padjak lanal jung ber-

sanglulan ;

¢.  bahan-bahan jang mendjadi tanggungan renggarap lambak : bigja
unluk menjelenggarakan pekerdjaan snhcrri-huri_ jang berhubungan
pemeliharaan ikan didalam lambal, dan penangkapan pada wakly
panen,

Pusal 5

(1) Djika menuril kebiasaan selempal pembagian beahen-hahan jang her-

sangkulan dengan usaha perikenan itu tolah diatur menurul kelenluan
dalam pasal 4, sedang bagian jang dilerima oleh nelajan penggarap
alau penggarap fembak lebih besar darj pada jang ditelaplkan dalam
pasal 3, mala aluran jang lebih menguntungken lihak nelajan penggarap
alou penygarap lambak jlulah jang harus dipakai,

.

() Dengan lidak mengurangi apa jang ditentukan dalam ajel . pasal ini,

maka djika disesualu daerah didalam membagi bahan-bahan iy berlalku
kebiasuem jang lain dari pada jung dimaksudkan dalam pasal, 4, jang
mennrul Pomerinlab Daeralh Tingkal 1 Jang bersangkulan sular unluk
disesuaikan dengan kelonluem dalam pacal lersebul, maka Pemerintah
Dnoruh-'fingkuf ity dapai menelapkan angle bagiun lain untule liherl
nelajan penggarap atau penggarap lambak dari pada jang ditelaplan
dalan pasal 3. asalkan dengan demildan bagian jang diberiken kepada
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nelajan penggarap alau penggarap iambale ilu tidak kurang dari pada
djika pembagian hasil usaha perikanan jang bersangloulan diulu:’ me-
nurul kelenluan pasal 3 dan 4 lersebut dialas, Penclapan Pemerinlah
Dazrah Tingkat I itu memerlukan perseludjuan dari Mealeri Perikanan.

B ADB I
SIANAT - SIAUAT BAGI PENGGARAP TAMBAIC,
Pasal 6

Jang diperbeolohkan mendjadi penggarap lambalk hanjalah orang-orang
warga-negara Indonesia jang sul}ﬂra njala allil menjediakan lenaganja
dalam usaha pemeliharaan iken darat dan jong tambak garapannja, baile
jang din.ilikinja sendiri alau keluarganja maupun jany diperolehnja dengan
perdjandjian bagi hasil, luasnja lidak alkan melebihi alus maksimum, sebaqgei
jang dilelapkan menurul kelenluan Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No, 174),

AR IV
DIANGEA WAKTU PERDJANDJIAN.
Pusal 7

(1) l’erd)nnd]mu bagi hasil diadakan unlul wallu paling sedikil 2 (clua)
musim, jaily (satu) tahun herturut-turul bagi perikanmm laul dan paling
sedikil G (enam) musim, jailu 3 (liga) lahun berturut-lurul bagi perikanan

darat, dengnn ketenluan bahwe djika selelal dicngla walklu {lu berachir
cliccletkern ]mmlmlmmun perdjatidjian malee peara telajan penggarap dan
peuggarap _|ﬂ||llJuk jang lamalah jang dintamalean,

]

(2) Perdjandjian dan bagi hasil tidak terpulus karona pemindahan hale alas
perahu /Iu‘ipcxl, alal-alal penanglm;m‘n llkern alau tambalk Jang bersang-
kutun kepdda erang lain. Didalam hal jang demildan maka semua hak
dan kowad|iban pemiliknja Jang lama beralih keperda pomililk Jang baru,

(3) Djika scorqng nelajan penggarap alau penggarap lambak meninggal
dunia, mqim ahli warisnja jang sanggup dan dapal mendjadi nelajan
penggarap lambak dan menghendakinja, berhalk untuk molandjulkan
perdjandjiun bagi-hasil jang borsangkulan, cengan hak dan kewadjiban
jang samq. hingga djangka waklunja berachir,

(4) Penghenllqn perdjandjian bagi-hasil sebelum berachirnja djangka waklu

perd;cmd]lan hanja mungkin didalam hal-hal dan menurut ketentuan
dibawah jm $
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a.  alas perseludjuan kedua beluh fibok jang lu.-:'e:unglmidn,'.

b, dengan izin Panitya Londrelorm Desa djika mengenai perilecanan
daral alau sualuy Panilya Desa jang akan dibentule dji'a mengenai
poerikbanan lout, atas lunlulan pewmilik, djilka nelajon-penggarap atau
pengyuatap lambale jong bermanglotan ldal memenuhi Jeewadjilbion.
nja scehagaimana meslinja ; _

c. djika penggarap lambalk lanpa perseludjuan pemilile lambalk menje-
rahkan penguascuan lambalnja kepada orang:lain, E

(5) Pada berachirmja peordjandjian  bagi hasil bailk  karena  berochirnja

(n

(2)

(3)

(4)

diangka waklu perdjondjian maupun karena salah-salu r2bab lersebul
padea ajal 2 pasal ini, nelajon penggarap dan penggarap tambale wadjib
menjerahkan kembali kapal / perahu, alal-alal penanglapan ikan doan
tambak jong bersangliutan kepada nelajon-pemilik dan pemilik lambalk
dan dalam keadaon bail.

BARB V

LARANGAN - LARANGAN.
l‘tl.ls:nl ]

Pembajaran va,g alun pehberian benda apupun djuga kepada seorang
nelujan pemilik: atau pemilik tambak, jang dimaksudkan untule dilerima
sebagai nelajan penggarap lambak, dilarang,

s

Pelanggaran terhadap larangan lersebul pada ajal 1 posal ini menga-
leibatluan, Imhv.:,:n uang alau harta bendea jang diberilkan itu dikurangkan
pada bagian ';mluinn pemilik alau pemilikk tumbulk dari hasil usoho
perikanan icmq bersangkulan dan dikembalilkan kepada nelajon peng-
garap alau pepggarap lambak Jang memberikannje,

%
Pembajarean oleh siapapun kepada nelajan pemilik, pemilile tambal alau
pun para nelgjan penggarap dan penggarap lambak dalam benluk apa
pun djuga jang mempunjai unsur idjon, dilarang,

Dengan lidak mengurangi kelentuan pidana dalam pasal 20 maka jong
dibajarkan lersebul pada ajal 3 pasal ini tidok dapol dituntnl kembali
dalam benllnk apapun.

Pasal 9

(1) Sewa-menjewa dan gadai-menggadai lambak dilarang, ketjuali untuk

keperluan japg sangal mendesal: selama djangha waklu jang lerbalas
alau pun ltoiaerlucm penggaraman rakjal, selelubh ada izin chusus dari
Asislen Wedgna / Kepala Keljamalan jung bersangkuléin.
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(2) Perdjandjian sewa-menjewa lambak jang ada pada waklu mulaj berla-
kunja Undang-undang ini harus dibenluk selelah ikan jung dipelihara

sekarang ini selesai dipanen.

(3) Mengenai gadai-menggadai lambalk jang ada pada waklu mulai berlalku-
njst Undaneg-undang ini berlaku katentuan dalam pasal 7 Undang-undang
No. § Prp. lahun 1960 (Lambaran Nogara lahuan 1960 No, 174).

A 3. VI
USAHA PERIKANAN ATAS DASAR UPAH DAN SEWA.
Pasal 10

(1) Djika sualu usaha perikanan laul diselenggaraken oleh suatu perusahaan
jang berbentuk badan-hukum, dengan memboerl upah lerlentu kepada
para buruh nelajan, maka penclapan besamja upah lersebul dilakulkan
dengan perseludjucan Meunleri Porburuhan. selelah mendengar Menleri
Perikanan dml organisasi-organisasi lani, nelajom dan buruh jang men-
diadi anggola Flonl Nasional.,

(2) Djika sualu usqha petikanan jang lidak lermasulk golongan jang dimal.
sud dealam u|c|] I pasal ini diselenggaralcan sendiri oleh nelajan pemilil:
lambak dengqp memberi upah lerlenlu kepada pihalk buruh nelajan alau
buruh [cunbufr. maka oleh Pemerinlah Daerah Tingkat 1 diadalarn
peraluran lenl;i:ng penelapan upah lersebul. '

(3) Pemerinlah I)c;;:-rﬂh Tingkal I dapal pula mengadakan peraturan lenlang
persewaan pcj}alnl/ kapal dan alal-alal penangkapan ilean.

\

(1) Diclalenn memlmul peraluran jeng dimalksudkan dalam ajal 2 dan 3 persal
ini harus di- |||dullkm| pedoman-pedoman jang dibarilan oleh Menleri
Perburuhan gdan Menleri Perikanan  selelah mendengar organisasi-
organisasi lgni, nelajan dan buruh jang mendjadi anggola Fronl
Nasional.

BADB VI

RETENTUAN UNTUK MENJEMPURNAKAN DAN KELANGSUNGAN
USAHA PERIKAMNAN,

Pusnl 11

Oleh Pewerjnlah Daerdih Tingkal [ dapal diadaken -peratucan - jang
mewadjibkan ppnuh]c lambak untuk ‘memelihara dan memperbail] susuna
perairan perlnmbal.un. disamping saluran- salurea dan langygul-langgul | jant,
ada’ didaerah pnrlcml:r:lmn itur sendiri. jang -semala.-mula. diperguncalea::

unlulk kepenlingan perlambalan,
;

»
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Pasal 12

Oleh Pemerinlah diadakan peraluran lenlang pembentukan dan penje-
lenggaraan dana-dana janyg berludjuan unluk mendjaomin berlangsungnja
nzaha perikanan, baik perikanan laul maupun perikan daral carla untuk
memperbesar dan memperlinggi mulu  produksinja, dalam mana  di-ikul
serlalkkan wakil-walil orgﬂnisnsi-orguniﬁusi‘ lani dan nelajun jang dilundjuk

oleh Front Nasional.

Pasal 13

(1) Djika seeremg nelajan-pemilik perahu/kapal alau lain-lain alal penang-
kapan ikan, jang biasanja dipakai unluk usaha perikanan dengan
perdjandjian bagi-hasil, lidak bersedia menjediakan kapal/perahu alau
alal-alal ity menurul kelentuan-kelenluan peraturan jang dimaksudkan
dalam peial 3 dan 4 atan § dan dengan’ sengadja membiarkannja lidal
digunukan, naka Bupali/Wali Kola/Kepalu Dacralh Tingkal 11 juny
bersangkulan alau pedjabal jang ditundjulnjea herwenang untulk menje-
rahkannje kepada koperasi perikanan selempal seljarit sevea-boli dengan

nolajan-pemilik unlulr chpprqmwlmn dalam usaha penangkapan ikan.

(2) Sjaral-sjaral sewa.beli lersebid pada ajal |1 pasal ini dilelaplkan seljara
“musjawarah dengan Nelajan Pemilile jong bersenglkulan. Djike 1iurc1
lersebut tidel mémbawa hasil, maka sjenal-sjarainja :lrl(-!rmlmn olah
Bupali. \Vrlhlto[n/[{nlmlu Daerali Tingkat I, selelah mumlvngm [u-rl:m-
bangan Dinasg Pm[]mnnn Laul dan Organisasi-organisasi lani dan nnitt}(ln-
jang mendjadi anggola Fronl Nasional selempat, Terhadap kelelapan
Bupali. Wullkolm’}{opulu Daerah Tingkal II tersebul dapal diminlakan
banding kepuda f"ubeu-.ur/l epala Daerah Tingkal I jang bersanglkulan.
jang memberiken - k:-pnlu';cm jang mengikal kedua belah lihal.

(3) Djiker lmluiun-pr.-ugilik Lkapal/perahn dan alal-alat penanglaapan ikan ilu
lidalk bersedia menerima vang persewaan sebagai jung dilelapkan oleh
oleh Bnpr.ni'Wnli!cokl/l{apuln Daerah Tingkat II alau Gubernur/Kepala
Dacrah Tingkat 1 Jersebul puda ajal 2 pasal ini, maka oleh koperasi jang
bersangkulan unwr ilu disimpon padea Bank Koperasi Tani dan Nelajan

selempal alas ngma dan biaja nelajan-pemilik, lersebul.
’ Pasal 14

(l) Djika seorang pemilik lambak jang bmsml}u diusahalkan dengan pe
diandjian bagi hasil dengan sengadja lidak I rsedic menjeclmlmn
lemnbaknja ila mepurul kelenluan-kelentuan peraluran jang dimaksudkan
clulum pasal 3 dap 4 alau § dan membiarkannja tidak diusahakan seljara

lain, maka I\suﬂen Wedana/Kepala Keljomalan jang  bersanglkulan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

berwenang unlul menjerahkannja kepade seorang alau beberupa orang
penggarap tambak dengan perdjandjian bagi-hasil. Didalam hal ini maka

pada azasnja mercka jang biasa menggarap lambale lersebul akan
di-ulamalan,

(2) Diika pemilik \ambak lersebul pada gjat 1 pasel inj lidal bersedia unluk
menerima bagibnnja sebagai jang dilelapkan menurut ketentuan dalam
peraluran jung dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 alau L, inaka selelah
dikurangi dengan biaja-biaja jang mendjadi beban pemilik, sisa bagian

pemililke tambale ita oleh penggarap lambalk disiinpan pacdea Bank Koperasi
Tuni dan Nelajan selempal atas nama dan biaja pemilil lersebul,

B ADB vl

KESEDJAHTERAAN NELAJAN PENGGAI’_{AF. PENGGARAP TAMBAK
DAN BURUIT PERIKANAN,

Pusal 15

(1) Didaerah-daeraly diman lerdapal usaha-usahea perikanean, baik perikanan

laut maupun perikanan daral, harus dinsahiakan berdirinja koperasi-
koperasi perikapan jang anggola-anggolanja lerdiri cdarj para nelajan

penggarap, penggarap lambelk, buruh perikanan, pemilile tambalk dap
nelajen pemilile,

(2) l(opm‘asi-hoperc:.;,i perikanan lersebul pada ajat 1 pasal ini bertudjuen,

untule Ill(“ll||)\.‘lln:li|(i tarel  hidup chlr(t anggoelanja  dengan menjelene.
garakan usaha-yisaha jung melipuli baile bidang produlesi maupun jaug
langsung berhybungan dengun kesedjahleraan para anggola serla

keluarganja,

Pasal 16
(1) Tiap nelujan pemilik wedjib memberi perawalan dan lundjangan kepada
para nelajan pduggurup jang menderila sakil, jang disebabkan karena
melaloulan lugn_.«}n}cr dilaul alau mendapal keljelakaan didalam melaky.
kan (ugasnjea.

(2) Dijika kedjacdian lang dimaksuclen pada ajal 1 pasal in mengalkibelkan
kemalian, make nelujan  pomilik jang  bersanglkulan
r

wadjib member)
lundjangan jung lajale kepada keluarga jang ditinggalle
i bl

cnnjer,

‘(1) Oleh Pemerinigh diadakannja peraluran

lenlang penjelenggaraan
|<eIcn!unu-kelcn!ucm dalam pasal iy,
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PEMASARRAN HTASIL TISATIA PERIKANAN,
Pasnal 17

Pemusarci hesil vl penanglapim dan pemeliliarao, i, baik
pevikerman laut moanpuan perilianan Jdured diledzsanaloan nenural ljona
dan Jdengan havga jung Jdisetudiug Licrsamenr olch nelajoan peanililes pemilil:

tamberl cddan Jm.-luiun |h'nt;r|(|rn|J,'1":nt|r,<nup leem berle,
BA B X
PENGAWNALAR DAN PENIELESATAN PERSELIS I A M,
by Pasal 18 !

(1) Oleh Menleri Perikanan diadalan kelentuan-lkol nluan  lebih landjul
lentang penjelenggaraan kolontuan-kelenluan Unrlang-undung ini dan
liara-ljura pelaksdnaan pPengawarannja,

(2) Didalam menjelenggaralan pengawasan jang dimalsudlan dalam ajal
I pasal inj di-ikul‘sertakan pula organisasi-organisasi lani dan nelajan
jung mendjadi anggola Fronl Nasional selempal,

Pasal 19

(1) Dengan lidak menyurangi kelentuan dalam pasal 13, maka perselisihan-

+ perselisihan jang “limbul didalum melaksanalkan ketenluan-kelentuan
Undang-undang ing dan peraluran-peraturan pelalsanaannja cdiselesailean
seljara musiawargh  oleh lihale-lilal jang  berselisils bersama-sama
dengan Panilya I.{indrefonn Desa djika mengenai perikanan daral atay
sualu Panilya Despr iung akan dibentule diilker mengenaj perikanan laul.

(2) Diika dengan liarg demilian lidale dapal diperolah penjelesaian, maka
soalnja diudiuktlri' depan Panilyq Landrelorm Keljamalan mengenai
perikanan leul, unlule mendapat kepulusan,

(3) Terhadap Impull!.'ui'n Panilya lersebut pada wial 2 pasal in dapal dimin.
lakan  banding ki:pcxdu Panllya Landrefornn Daerah Tinglal 11 Jang
bersangleulan, ciiﬂm mengenal perikanan darat alau sualu Panjlya
Daerah Tingkeal I[ jang akan dibenlul djika mengonai perikanan laul,

(4) Chusus untuk keperhian penfelesaian perselisihan sebagai jang dimalk-
‘ sudlian dalam niri! 2 dan 3 pasal inj keunggolaan Panitya Landrelorm
ditambah denguq pedjabal darj Dinas Perikanan Deral inng borsang-
kulan dan paling - banjal: 3 orung walkil organisasi-organisas; leni dan
nelajan jang dilundjuk oleh Front Nasional selempal, djika mereka jlu

dalam susunan Panilye sekaranyg ini belum mendjadi anqggola lelap,
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alau

| g's | UPT Perpustakaan
u.%l UniVtRSITAS JEMBER

B BB X1
KETENTUAN PIDANA DAN LAIN-LAIN.
Pasal 20

Dipidana dengan huluman urungan solama-lamanja J (liga) bulan dan

denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000.— (sepuluh ribu rupial) karena

melakukan pelanggaran.

4

“

nelajan pemilile alau pemililk tammbale jang mengadakan perdjandjian
bagi hasil dengem siaral-sjaral jang nengurangi kelenluan dealam pasal
7 dan 4 alau penelapan Pemerinlah Daerah jang dimaksudlcan dalam
pasal

barang siapa melanggar larangan jang dimalesudlan dalam” pasal 8
ajal 3 :

nelajan pemilily alau pemilik tambak jong melanggar larangan jang
dimaksudkan dalam pasal 19 ajat 1,

barang siapa mendjgdi peranlara anlara nolajun pemilile dem nelajan

penggarap alau pemilik lambak dan ponggarap lambak, dongan maksud
unlule moemporeleh kouangan bagi dirinja sondiri,

Pasal 21
Undang-undang ini dapat disebut ,.Undong-undang bagi hasil por-

ilkanan’ dan mulai hnrlqkil pada hari diundangkannja.

Agar supaja seliap orpng dapat mengelahuinja memerinlahkan pengun-

dangan Undang-undang ini dengan penempalan dalam Lembaran Negara

ftepublik Indonesia.

Disahlen  di Djakarla
Pd. PHRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
pada’ tanggal 23 Seplember 1964
ttiel
Di.SlBA N DR 1O

Dinndanglkan  di Djakarla

pada tanggal 23 Seplember 1964,

Sesuai dongut-\ cl_slinj'u. ‘ .
SEKNETARIS NEGARA, e

SEKRETARIS NEGANLA,
I
M O 1 D, lcri_'s AN

LEMBARAN NEGANA TAHUN 1964 "No.. 97
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